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A. Dinamika Metode Istinba>t} al-Ah}ka>m sebelum Muktamar ke-33 

Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama memiliki metode tersendiri –

yang mungkin saja berbeda dengan Lembaga Fatwa lain- dalam menjawab 

permasalahan yang diajukan kepadanya. Meski secara konsisten Lembaga 

Bahtsul Masail menerapkan prinsip bermazhab
1
 dalam menjawab 

permasalahan, tetapi dalam perjalanannya, metode bermazhab yang 

dilakukan Lembaga Bahtsul Masail ini mengalami perkembangan yang 

cukup signifikan, utamanya setelah dirumuskan Sistem Pengambilan 

Keputusan Hukum Bahtsul Masail dalam Munas Alim Ulama tahun 1992 di 

Lampung. Berikut akan disajikan dinamika metode penetapan hukum dalam 

Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama. 

1. Metode Penetapan Hukum Bahtsul Masail Tahun 1926 Hingga 1992 

Berdasarkan penelusuran penulis, sejak tahun 1926 hingga tahun 

1990, belum ada penjelasan resmi yang secara eksplisit menerangkan 

metode apa yang digunakan Lembaga Bahtsul Masail dalam 

menyelesaikan permasalahan. Pada awalnya, Lembaga Bahtsul Masail 

                                                           
1
 Dalam Nahdlatul Ulama, bermazhab merupakan hal yang prinsipiil. K.H. M. Hasyim Asya’ri, 

sebagaimana dikutip Choirul Anam menegaskan akan pentingnya beragama dengan pola 

bermazhab. Menurut pendiri Nahdlatul Ulama tersebut, memahami al-Qur’an dan Hadis tanpa 

mempelajari pendapat-pendapat ulama mazhab, hanya akan menghasilkan pemutarbalikan 

pengertian dari ajaran Islam. Lihat Choirul Anam, Pertumbuhan dan Perkembangan NU 
(Surabaya: Bima Satu, 1999), 66. 
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hanya menerangkan akan kewajiban bermazhab kepada salah satu 

mazhab empat; H}anafi>, Ma>liki>, Sha>fi’i> dan H}anbali>.
2
 Sebagai 

konsekuensi logisnya, tentu Lembaga Bahtsul Masail dalam menjawab 

permasalahan juga menggunakan metode bermazhab. Pertanyaannya 

kemudian, metode bermazhab seperti apa yang dilakukan Lembaga 

Bahtsul Masail pada masa ini? 

Berdasarkan jawaban-jawaban atas permasalahan yang diselesaikan 

dalam Bahtsul Masail pada periode ini, dapat diketahui bahwa praktek 

bermazhab dalam Nahdlatul Ulama ditempuh melalui metode-metode 

berikut:
3
 

                                                           
2
 Forum Bahstul Masail pertama yang diadakan bersamaan dengan Muktamar I di Surabaya pada 

tanggal 21 Oktober 1926 menghasilkan Keputusan tentang  kewajiban umat Islam untuk 

mengikuti salah satu dari empat mazhab yang aliran mazhabnya sudah dikodifikasikan. Lihat 

Abdul Muchit Muzadi, NU dalam Perspektif Sejarah dan Ajaran (Refleksi 60 Tahun Ikut NU) 
(Surabaya: Khalista, 2006), 123. 

Di antara alasan pemilihan empat mazhab di atas adalah: 

1. Empat mazhab tersebut masing-masing memiliki metode penggalian hukum (t}ari>qah 
istinba>t al-ah}ka>m) yang hampir sama, di mana masing-masing mempunyai validitas 

tersendiri yang tidak didapatkan pada mazhab selain empat mazhab tersebut. 

2. Mengikuti salah satu dari empat mazhab di atas, sama saja dengan mengikuti golongan 

mayoritas (al-sawa>d} al-A’z}am) yang terhindar dari kesalahan, sebagaimana yang dianjurkan 

oleh Rasulullah Saw.  
3. Empat mazhab tersebut memiliki kualifikasi keilmuan yang tidak diragukan lagi dan diakui 

kompetensinya oleh ulama di setiap daerah dan setiap masa. 

4. Pemikiran empat mazhab tersebut telah terkodifikasi secara sistematis, sehingga mudah 

dipelajari oleh orang yang hidup setelahnya. Hal ini juga disebabkan oleh banyaknya murid 

empat mazhab tersebut dari masa ke masa, sehingga ajaran keempat mazhab itu tersebar 

luas ke penjuru dunia. 

5. Dengan mengacu pada keempat mazhab tersebut, umat Islam yang hidup setelahnya tidak 

lagi disusahkan dengan langkah-langkah penggalian hukum yang tidak mudah. Terlebih bagi 

hukum-hukum yang menghendaki untuk segera diperoleh jawabannya. 

Kelima alasan ini dapat ditemukan secara terpisah dalam Al-Sha>h Waliy Alla>h al-Dahlawi>, ‘Iqd 
al-Ji>d fi> Ah}ka>m al-Ijtiha>d wa al-Taqli>d (Kairo: al-Mat}ba’ah al-Salafiyyah, tt), 13 dan Ah}mad b. 

Muh}ammad b. ‘Ali b. H}ajar al-Haitami>, al-Fata>wa> al-Fiqhiyyah al-Kubra>, Vol. 4 (t.tp: al-

Maktabah al-Isla>miyyah, tt), 307. 
3
 Di kemudian hari, khususnya setelah Munas Alim Ulama tahun 1992 di Lampung, dikenal tiga 

metode penetapan hukum Bahtsul Masail, yaitu metode qawli>, ilha}qi>, dan manhaji>. Sengaja 

penulis tidak mencantumkan tiga istilah metode tersebut dalam periode ini, mengingat pada 

periode ini belum dikenal ketiga istilah tersebut. 
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a. Metode Penetapan Hukum Berdasarkan ‘iba>rah Kitab Mazhab 

Pada pola ini, Lembaga Bahtsul Masail menyelesaikan 

permasalahan dengan menukil pendapat para imam atau pengikut 

mazhab yang telah membahas permasalahan tersebut sebelumnya. 

Artinya, Lembaga Bahtsul Masail hanya mencari ‘iba>rah4 kitab 

yang sesuai dengan masalah, tanpa upaya menambahi maupun 

mengurangi, lalu mengambil kesimpulan jawaban berdasarkan 

‘ibar>ah kitab tersebut. 

Metode seperti ini terbagi lagi dalam beberapa model. Di 

antaranya model pengambilan jawaban apa adanya dari satu 

pendapat dalam kitab mazhab. Misalnya ketika Lembaga Bahtsul 

Masail menjawab permasalahan tentang hukum lelaki beristri 

mengaku tidak beristri, supaya lamarannya diterima.
5
 Dalam hal ini, 

Bahtsul Masail menjawab bahwa pengakuan seperti itu dianggap 

sebagai ungkapan cerai yang tidak terang (kina>yah t}ala>q) sehingga 

membutuhkan niat agar dianggap sebagai talak. Jawaban ini diambil 

sesuai dengan ‘iba>rah kitab al-Muhadhdha>b.
6
  

Model berikutnya dengan mengambil ‘iba>rah yang memuat dua 

pendapat yang saling bertentangan secara apa adanya tanpa ada 

                                                           
4
 ‘iba>rah adalah istilah yang biasa digunakan untuk merujuk kepada teks-teks Arab yang ada 

dalam kitab-kitab berbahasa Arab, tanpa dikurangi maupun ditambahi. 
5
 Permasalahan ini dibahas dalam Muktamar III di Surabaya pada tanggal 28 September 1928. 

6
 ‘Iba>rah yang dimaksud adalah: 

ٍٍ وَإِنْ وَإِنْ قاَلَ لَوُ رَجُلٌ ألََكَ زَوْجَةٌ فَ قَالَ لََ فإَِنْ لََْ يَ نْوِ بِوِ الطَّلََقَ لََْ تُطلََّقْ لِِنََّوُ ليَْسَ بِصَرِ   نَ وَى بِوِ الطَّلََقَ وَقَعَ لِِنََّوُ يََْتَمِلُ الطَّلََقَ  يْ

Lihat Abu> Ish}a>q Ibra>hi>m al-Shaira>zi>, al-Muhadhdhab fi> Fiqh al-Ima>m al-Sha>fi’i>, Vol. 3 (Beirut: 

Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tt), 11. 
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upaya mengunggulkan (tarji>h}) salah satu pendapat. Misalnya ketika 

Lembaga Bahtsul Masail menjawab permasalahan tentang hukum 

orang fasik menjadi wali nikah.
7
 Jawaban diambil dari ‘iba>rah kitab 

al-Qalyu>bi> ‘ala> al-Mah}alli>. Dalam kitab tersebut, terdapat dua 

pendapat. Pertama, mengatakan tidak sah, dan kedua, mengatakan 

sah. Kedua pendapat ini ditampilkan, tanpa adanya upaya dari 

forum  untuk memilih salah satu pendapat.
8
 

Ketika itu, hampir semua jawaban diambil dari kitab mazhab 

Sha>fi’i>. Dominasi penggunaan kitab bermazhab Sha>fi’i> pada masa-

masa ini memang tidak ditampik oleh KH. M. A. Sahal Mahfudh.
9
 

Lebih banyaknya penggunaan kitab mazhab Sha>fi’i> bukan berarti 

para ulama Nahdlatul Ulama menolak mazhab lain di lingkungan 

empat mazhab.
10

 Hal ini salah satunya disebabkan oleh minimnya 

referensi kitab di luar mazhab Sha>fi’i> yang dimiliki oleh para ulama 

                                                           
7
 Permasalahan ini dibahas dalam Muktamar I di Surabaya pada tanggal 21 Oktober 1926.  

8‘Iba>rah yang dimaksud adalah: 

لِيَ وَالْقَوْلُ الثَّانِ أنََّوُ يلَِي؛ لَِِنَّ الْفَسَقَةَ لََْ يُُنَْ عُوا مِ قاَلَ الْمَحَلِّيْ:  وَلََ ولََِيةََ لفَِاسِقٍ عَلَى الْمَذْىَبِ   نْ الت َّزْوِيجِ فِ عَصْرِ الَِْوَّ

Lihat Ahmad Sala>mah al-Qulyu>bi>, H}a>shiyah Qulyu>bi>, Vol. 3 (Beirut: Da>r al-Fikr, 1415 H/1995 

M), 228. 
9
 Info tentang dominasi mazhab Sha>fi’i> di Indonesia salah satunya diketahui dari pernyataan KH. 

Hasyim Asy’ari  dalam kitab Risa>lah Ahl al-Sunnah wa al-Jama>’ah. Lihat Muhammad Hasyim 

Asy’ari, Risalah Ahlussunnah wal Jama’ah: Analisis tentang hadis Kematian, tanda-tanda kiamat, 
dan Pemahaman tentang Sunnah dan Bid’ah, terj. Ngabdurrohman al-Jawi (Jakarta: LTM-PBNU, 

2011), 12. 
10

 Abdul Mughits mengatakan bahwa keberadaan mazhab Sha>fi’i> di Nusantara ini lebih kepada 

faktor historis. Bukan kepada kesesuaiannya ajarannya dengan watak masyarakat Nusantara. 

Sebab menurutnya, jika berkembangnya suatu mazhab itu kesesuaiannya dengan watak 

masyarakat Nusantara, maka mazhab yang tepat untuk masyarakat Nusantara, dengan corak 

budaya yang plural ini, tentu mazhab selain mazhab Sha>fi’i> dirasa lebih tepat, mengingat di luar 

mazhab Sha>fi’i> terdapat metode istinba>t} al-ah}ka>m yang lebih fleksibel. Seperti metode istih}sa>n 
yang dikembangkan oleh mazhab H}anafi>, istis}la>h, sadd al-dhari>’ah dan ‘urf yang dikembangkan 

oleh mazhab Ma>liki>. Lihat Abdul Mughits, Kritik Nalar Fiqh Pesantren (Jakarta: Kencana, 2008), 

179.  
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Nahdlatul Ulama. Minimnya kitab-kitab di luar mazhab Sha>fi’i> 

tersebut disebabkan oleh harga-harga kitab yang terlalu mahal. 

Selain itu keberadaannya di toko-toko kitab Indonesia masih 

tergolong langka. Kalaupun toh para ulama itu merujuk kepada 

pendapat di luar mazhab Sha>fi’i>, maka tetap saja pendapat tersebut 

diperoleh dari kitab-kitab Mazhab Sha>fi’i> yang membicarakan 

pendapat mazhab yang lain.
11

  

Ahmad Zahro menambahkan bahwa minimnya penggunaan 

kitab di luar mazhab Sha>fi’i> ini lebih kepada kepentingan yang 

bersifat praktis-pragmatis. Mengingat kenyataan di lapangan yang 

menunjukkan bahwa mayoritas warga Nahdlatul Ulama bermazhab 

Sha>fi’i>, maka para ulama yang terlibat dalam Bahtsul Masail 

tersebut merasa tidak perlu susah-susah untuk mencari ‘iba>rah 

kitab-kitab di luar mazhab Sha>fi’i>. Toh, kenyataannya nanti secara 

praktis tidak digunakan oleh warga Nahdlatul Ulama karena merasa 

bukan jawaban dari mazhab Sha>fi’i>.
12

 

Meskipun lebih banyak menggunakan kitab mazhab Sha>fi’i<, 

para ulama Nahdlatul Ulama pada kenyataannya sangat jarang –

untuk tidak mengatakan tidak pernah- mengutip ‘iba>rah dari kitab 

                                                           
11

 MA. Sahal Mahfudh, ‚Bahtsul Masa’il dan Istinbath Hukum NU: Sebuah Catatan Pendek‛, 

dalam Kritik Nalar Fiqih NU, M. Imdadun Rahmat (Ed) (Jakarta: Lakpesdam, 2002), xvi-xvii. 
12

 Ahmad Zahro, Tradisi Intelektual NU (Yogyakarta: LKiS, 2004), 161. 
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yang dikarang langsung oleh Imam al-Sha>fi’i>.
13

 Pada umumnya 

mereka menggunakan kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama yang 

bermazhab Sha>fi’i>.  

Martin Van Bruinessen menemukan bahwa kitab Ia>nat al-

T}a>libi>n yang ditulis oleh al-Dimyat}i> merupakan kitab yang paling 

sering dirujuk dalam Bahtsul Masail.
14

 Inilah yang kemudian 

dikritik oleh Husein Muhammad. Terdapat ketidakkonsistenan 

Bahtsul Masail dalam merujuk kitab-kitab bermazhab Sha>fi’i>. 

Padahal sejak awal Nahdlatul Ulama sudah membuat hierarki 

pengambilan pendapat dalam mazhab Sha>fi’i> yang menempatkan 

Imam al-Nawawi> dan al-Ra>fi’i> dalam posisi tertinggi mazhab 

Sha>fi’i>. Justru kitab-kitab dua ulama ini jarang muncul sebagai 

rujukan. Hal ini menurut Husein Muhammad lebih disebabkan 

karena metode pengambilan rujukan yang terkenan sporadis dan 

‘asal ada’.
15

 

 

 

b. Metode Penetapan Hukum dengan Mempersamakan Masalah yang 

Belum Dibahas dalam Kitab Mazhab dengan Masalah yang Sudah 

Dibahas dalam Kitab Mazhab 

Metode ini biasanya digunakan untuk masalah-masalah baru 

yang secara persis belum pernah dibahas sebelumnya. Hanya saja 

                                                           
13

 Misalnya kitab al-Umm. Menurut penelitian Ahmad Zahro, selama Bahtsul Masail tahun 1926 

hingga tahun 1999, kitab al-Umm hanya dirujuk sebanyak lima kali saja. Lihat Zahro, Tradisi 
Intelektual NU, 161. 
14

 Bruinessen, Kitab Kuning, 119. 
15

 Husein Muhammad, ‚Tradisi Istinbath Hukum NU: Sebuah Kritik‛, dalam Kritik Nalar Fiqih 
NU, M. Imdadun Rahmat (Ed) (Jakarta: Lakpesdam, 2002), 29.  
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permasalahan yang mirip dengannya sudah pernah dibahas dalam 

kitab-kitab mazhab. Maka kemudian Lembaga Bahtsul Masail 

menggunakan ‘iba>rah yang ada dalam kitab mazhab tersebut untuk 

dipersamakan dengan permasalahan baru. 

Misalnya tentang hukum perempuan menjadi kepala desa yang 

dibahas dalam Bahtsul Masail yang bersamaan dengan Rapat 

Dewan Partai Nahdlatul Ulama di Salatiga pada tanggal 25 Oktober 

1961. Guna menyelesaikan permasalahan tersebut, Bahtsul Masail 

mempersamakan hukum perempuan menjadi kepala desa dengan 

hukum perempuan menjadi hakim.
16

 Langkah tersebut diambil, 

sebab forum tidak menemukan ‘iba>rah yang sama persis dengan 

permasalahan tentang hukum perempuan menjadi kepala desa. 

 

c. Metode Penetapan Hukum Langsung dari Nas}s} 

Meskipun sangat jarang digunakan, Bahtsul Masail juga 

terhitung pernah memberikan jawaban atas permasalahan yang 

dibahas dengan merujuk langsung kepada nas}s}. Pada Muktamar I, 

Bahtsul Masail menjawab permasalahan tentang sedekah kepada 

mayit. Metode yang digunakan Bahtsul Masail ketika itu adalah 

                                                           
16

 ‘Iba>rah kitab yang dijadikan padanan adalah: 

ةِ الُْْكْمِ، وَقاَلَ أبَوُ حَنِيفَةَ وكََذَلِكَ اخْتَ لَفُوا  يََُوزُ أنَْ تَكُونَ الْمَرْأةَُ قَاضِيًا فِِ  فِ اشْتِاَطِ الذُّكُورَةِ، فَ قَالَ الُْْمْهُورُ: ىِيَ شَرْطٌ فِ صِحَّ
طْلََقِ فِ كُ  : يََُوزُ أَنْ تَكُونَ الْمَرْأةَُ حَاكِمًا عَلَى الِْْ نَ هُمُ اخْتِلََفاً فِِ  لِّ شَيْءٍ.الَِْمْوَالِ، قاَلَ الطَّبََِيُّ ابِ: وَلََ أعَْلَمُ بَ ي ْ قاَلَ عَبْدُ الْوَىَّ

رَى، وَقاَسَهَا أيَْضًا عَلَى الْعَبْدِ؛ لنُِ قْصَانِ  اشْتِاَطِ الْْرُِّيَّةِ. مَامَةِ الْكُب ْ هَوُ بِقَضَاءِ الِْْ ازَ حُرْمَتِهَا، وَمَنْ أَجَ  فَمَنْ رَدَّ قَضَاءَ الْمَرْأةَِ شَب َّ
يْءٍ قاَلَ: إِنَّ الَِْصْلَ ىُوَ أنََّ كُلَّ مَنْ حُكْمَهَا فِ الِْمَْوَالِ فَ تَشْبِيهًا بَِِوَازِ شَهَادَتِِاَ فِ الِْمَْوَالِ، وَمَنْ رأََى حُكْمَهَا ناَفِذًا فِ كُلِّ شَ 

رَى.يَ تَأتََّى مِنْوُ الْفَصْلُ بَ يَْ النَّاسِ فَحُكْمُوُ جَائزٌِ إِلََّ مَا خَ  مَامَةِ الْكُب ْ جْْاَعُ مِنَ الِْْ صَوُ الِْْ ا اشْتِاَطُ الْْرُِّيَّةِ فَلََ خِلََفَ فِيوِ  صَّ  وَأمََّ

Lihat Abu> al-Wali>d Muh}ammad b. Ah}mad b. Muh}ammad b. Ah}mad b. Rushd al-Qurt}ubi>, Bida>yat 
al-Mujtahid wa Niha>yat al-Muqtas}id, Vol. 4 (Kairo: Da>r al-H}adi>th, 1425 H/2004 M), 243. 
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langsung merujuk kepada hadis.
17

 Meskipun hadis yang dikutip 

tersebut tidak diambil langsung dari kitab-kitab hadis, melainkan 

dari kitab fikih.  

Namun nampaknya pada masa berikutnya, metode pengambilan 

jawaban secara langsung dari nas}s} baik al-Qur’an maupun Hadis 

sudah tidak diperkenankan dalam Bahtsul Masail. Utamanya ketika 

ditetapkannya larangan mengambil hukum langsung dari nas}s} tanpa 

memperhatikan kitab-kitab fikih mazhab pada Muktamar XI di 

Banjarmasin tahun 1936. Forum Bahtsul Masail ketika itu 

memandang orang yang mengaku mengambil hukum langsung dari 

nas}s} sebagai orang salah yang sesat dan menyesatkan. Utamanya 

pada masa sekarang, di mana kefasikan merajalela dan kualifikasi 

mujtahid yang tidak terpenuhi.
18

 

Maka pada Muktamar XIV di Magelang pada tanggal 1 Juli 

1939 kembali ditegaskan akan wajibnya mengikuti salah satu empat 

mazhab empat karena dikhawatirkan umat sekarang tergelincir 

                                                           
17

 Hadis yang dijadikan rujukan adalah 

فَ  و تُ وُف ِّيَتْ أفََ يَ ن ْ هَا  فَ قَالَ: نَ عَمْ قاَلَ: رَوَى ابِْنُ عَبَّاسٍ أنََّ رَجُلًَ قاَلَ لرَِسُوْلِ الِله صَلَّى الُله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ إِنَّ أمَُّ قَ عَن ْ فإَِنَّ عُهَا أنَْ أتََصَدَّ
هَا قْتُ بِوِ عَن ْ  لِْ مِِْرَفاً فأَُشْهِدُكَ أَنِِّ قَدْ تَصَدَّ

Lihat Abu> Ish}a>q Ibra>hi>m al-Shaira>zi>, al-Muhadhdhab fi> Fiqh al-Ima>m al-Sha>fi’i>, Vol. 2 (Beirut: 

Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tt), 366. Hadis di atas juga dimuat dalam kitab Sunan al-Turmudhi> 

dan Sunan al-Nasa>’i>. Lihat Abu> ‘I>sa> al-Turmu>dhi>, Sunan al-Turmu>dhi>, Vol. 2 (Beirut: Da>r al-

Gharb al-Isla>mi>, 1998), 49. Dan Abu> ‘Abd al-Rah}ma>n al-Nasa>’i>, al-Sunan al-Sughra> li al-Nasa>’i>, 
Vol. 6 (Alepo: Maktab al-Mat}bu>’a>t al-Isla>miyyah, 1406 H/1986 M), 256. 
18

 Asrori (ed), Ahkamul Fuqaha, 186-187.  
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dalam kesalahan sehingga secara sembarangan mencampurkan 

antara yang benar (h}aq) dan yang salah (ba>t}il).19
 

 

d. Metode Penetapan Hukum Berdasarkan Qiya>s 

Ibn al-H}a>jib, sebagaimana dikutip oleh Mus}t}afa> al-Zuh}aili> 

mendefinisikan qiya>s dengan menyamakan hukum cabang (far’) 

dengan hukum asal (‘as}l) dalam ‘illat hukumnya.
20

  Dalam kajian 

us}u>l al-fiqh, qiya>s dikategorikan sebagai sumber hukum yang 

disepakati (mas}a>dir al-ah}ka>m al-muttafaq ‘alaiha>) oleh mayoritas 

ulama.
21

   

Pada periode ini, qiya>s merupakan salah satu metode yang 

digunakan dalam Bahtsul Masail, meski tidak banyak digunakan. 

Salah satunya dapat dilihat dalam hasil Bahtsul Masail Muktamar 

XIV di Magelang pada tanggal 1 Juli 1939. Ketika itu forum 

Bahtsul Masail menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Pengurus 

Cabang Nahdlatul Ulama Palembang tentang lelaki yang diberi 

nafkah oleh istrinya. Forum kemudian menjawab pertanyaan 

tersebut dengan melakukan qiya>s. Prosedur yang dilakukan adalah  

menyamakan antara nafkah dengan mahar yang diatur dalam ayat  

 

                                                           
19

 Ibid., 248. 
20

 Muh}ammad Mus}t}afa> al-Zuh}aili>, al-Waji>z fi> Us}u>l al-Fiqh al-Isla>mi>, Vol. 1 (Damaskus: Da>r al-

Khair li al-T}iba>’ah wa al-Nashr wa al-Tauzi>’, 1427 H /2006 M), 238. 
21

 Bahkan menurut Jasser Audah, qiya>s tidak hanya dijadikan sumber hukum oleh empat mazhab 

sunni saja, tapi juga digunakan oleh Mu’tazilah dan ‘Iba>diyyah. Lihat Jasser Audah, Maqasid al-
Shariah as Philosophy of Islamic Law; A Systems Approach (London: The International Institute 

of Islamic Thought, 1428 H/2007 M), 112. 
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  22وَآتوُا النِّسَاءَ صَدُقاَتِِِنَّ نِِْلَةً فإَِنْ طِبَْْ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْوُ نَ فْسًا فَكُلُوهُ ىَنِيئًا مَريِئًا

Artinya: Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita 

(yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. 
 

Kesimpulan jawaban forum menunjukkan kebolehan lelaki 

menerima nafkah yang diberikan istri jika lelaki itu berkeyakinan 

atau –setidaknya- ada tanda-tanda bahwa si istri dengan senang hati 

untuk memberi nafkah dan bekerja. Hal ini sebagaimana kebolehan 

lelaki memakan uang mahar yang telah diberikan kepada istri atas 

dasar izin dari istri.
23

 

 

e. Metode Penetapan Hukum berdasarkan Kaidah Us}ul al-Fiqh dan 

Kaidah Fikih 

Meskipun forum Bahtsul Masail lebih dikenal dengan forum 

yang sering kali menggunakan ‘iba>rah dalam kitab mazhab, namun 

tidak selamanya forum ini terpaku pada penggunaan kitab mazhab 

dalam bidang fikih. Sesekali forum Bahtsul Masail juga menjawab 

pertanyaan tanpa merujuk pada kitab mazhab, melainkan 

menggunakan kaidah-kaidah us}u>l al-fiqh dan kaidah fikih yang 

disusun oleh para ulama.  

Biasanya metode seperti ini digunakan untuk masalah-masalah 

kontemporer, seperti hukum Bank Mata yang dibahas pada Munas 

Alim Ulama di Yogyakarta pada tanggal 30 Agustus 1981. 

                                                           
22

 al-Qur’an, 4:4 
23

 Lihat Asrori (ed), Ahkamul Fuqaha, 245. 
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Meskipun metode pengambilan jawabannya tetap mengacu pada 

‘iba>rah dalam kitab mazhab, tetapi di akhir jawaban, forum Bahtsul 

Masail mengutip salah satu kaidah us}u>l al-fiqh sebagai pelengkap 

jawaban. Adapun kaidah yang digunakan sebagai pelengkap 

jawaban adalah kaidah 

24الْمَقَاصِدِ للِْوَسَائِلِ حُكْمُ 
 

Artinya: Suatu media penetapan hukum itu memiliki status 

hukum yang sama dengan obyek hukum itu sendiri. 

 

Penggunaan metode ini juga digunakan pada masa-masa awal 

kelahiran Nahdlatul Ulama. Di antaranya saat forum Bahtsul Masail 

pada Muktamar XIV di Magelang tahun 1939 menjawab pertanyaan 

tentang kebolehan perempuan belajar naik sepeda. Forum tidak  

mengutip satu pun ‘iba>rah kitab mazhab, melainkan menggunakan 

kaidah fikih berikut: 

لِ  باَحَةُ حَتََّّ يدَُلَّ الدَّ   25يلُ عَلَى التَّحْريِِ الَِْصْلُ فِ الَِْشْيَاءِ الِْْ

Artinya: segala sesuatu pada mulanya itu hukumnya boleh 

sampai ada dalil yang melarangnya. 

 

Selain menggunakan kaidah fikih di atas, tampak di akhir 

jawaban, forum Bahtsul Masail juga mengutip kaidah fikih yang 

pada intinya mengatakan bahwa hukum kebolehan belajar naik 

                                                           
24

 Selengkapnya lihat Asrori (ed), Ahkamul Fuqaha, 372. Adapun kaidah di atas dapat ditemukan 

dalam ‘Izz b. ‘Abd al-Sala>m, Qawa>’id al-Ah}ka>m fi> Mas}a>lih} al-Ana>m, Vol. 1 (Damaskus: Da>r al-

Qalam, 2000), 177.  
25

 Kaidah ini dapat ditemukan dalam Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i>, al-Ashba>h wa al-Naz}a>’ir (Beirut: Da>r 

al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1411 H/1990 M), 60. 
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sepeda bagi orang perempuan ini bisa berubah-ubah tergantung 

tempatnya. Adapun kaidah fikih yang dimaksud adalah kaidah 

 
26 يَّاتِ وَالْعَوَائدِِ  وَى بَِِسَبِ تَ غَيُُِّّ الَِْزْمِنَةِ وَالَِْمْكِنَةِ وَالَِْحْوَالِ وَالن ِّ رُ الْفَت ْ  تَ غَي ُّ
Artinya: perubahan fatwa dan perbedaannya mengikuti 

perubahan situasi, kondisi, niat, dan tradisi).
27

 

 

 

kelima metode di atas itulah yang digunakan oleh Bahtsul Masail 

pada periode tahun 1926 hingga tahun 1992.
28

 Dalam rentang waktu 

tersebut, Bahtsul Masail belum mempunyai panduan khusus tentang 

metode penetapan hukum. Adapun metode-metode tersebut di atas 

adalah metode yang diklasifikasikan sendiri oleh penulis dengan melihat 

model-model pengambilan jawaban berdasarkan dokumen-dokumen 

yang tersedia. 

 

 

 

 

                                                           
26

 Dalam jawaban yang diberikan, kaidah di atas sebenarnya tidak ditampilkan. Namun dari 

jawaban yang ada, dapat diduga bahwa kaidah yang digunakan adalah kaidah di atas. kaidah ini 

dapat dilihat dalam Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, I’la>m al-Muwaqqi’i>n ‘an Rabb al-‘A>lami>n, Vol. 

1 (Arab Saudi: Da>r Ibn al-Jauzi> li al-Nashr wa al-Tauzi>’, 1423 H), 41. 
27

 Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, I’la>m al-Muwaqqi’i>n ‘an Rabb al-‘A>lami>n, Vol. 1 (Arab Saudi: 

Da>r Ibn al-Jauzi> li al-Nashr wa al-Tauzi>’, 1423 H), 41. 
28

 Sebenarnya masih ada satu metode lagi yang digunakan oleh Bahtsul Masail, sebagaimana 

dokumen yang dihimpun oleh Ahmad Zahro, yaitu metode pengambilan jawaban berdasarkan 

hasil istikharah ulama. Masalah yang dijawab berdasarkan metode ini adalah masalah tentang doa 

di luar salat bila berkumpul dengan orang banyak dan di-amini (para hadirin menguatkan doa 

dengan mengucapkan a>mi>n), maka sebaiknya dengan lafaz jamak. Masalah ini dibahas dalam 

Muktamar III di Surabaya pada tanggal 29-30 September 1928. Namun penulis tidak 

memasukkan metode ini dalam metode-metode di atas, disebabkan penulis tidak menemukan 

dokumen resmi tentang masalah tersebut. Lagi pula buku-buku himpunan putusan Bahtsul Masail 

yang ada tidak memasukkan permasalahan ini.   
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2. Metode Penetapan Hukum Bahtsul Masail Tahun 1992 Hingga Sekarang 

Metode penetapan hukum Bahtsul Masail mengalami perkembangan 

yang signifikan tatkala dirumuskan Sistem Pengambilan Keputusan 

Hukum Bahtsul Masail Pada Munas Alim Ulama tahun 1992 di 

Lampung. Pada Munas tersebut berhasil dirumuskan tiga metode 

penetapan hukum Bahtsul Masail yang disusun secara hierarkis. Ketiga 

metode tersebut adalah metode qawli<, ilh}aqi>, dan manhaji>. 

a. Metode Qawli> 

Metode yang menempati posisi tertinggi dalam Bahtsul Masail 

adalah metode Qawli>. Maksud dari metode ini adalah menjawab 

permasalahan dengan menggunakan ‘iba>rah kitab mazhab. Metode 

ini digunakan dengan menggunakan pola pendekatan tekstual. 

Metode ini digunakan ketika permasalahan yang sedang dibahas 

sudah pernah dibahas dalam kitab-kitab mazhab. Jika hanya 

ditemukan satu pendapat terhadap masalah yang dibahas, maka 

jawaban diambil dari ‘iba>rah kitab tersebut. Namun jika ditemukan 

lebih dari satu pendapat tentang masalah tersebut, maka dilakukan 

taqri>r jama>’i> atau upaya untuk menetapkan pilihan terhadap satu di 

antara beberapa pendapat secara kolektif. Selengkapnya dapat 

dilihat dalam putusan berikut:  

Keputusan Bahtsul Masail di lingkungan NU dibuat dalam 

kerangka bermazhab ke dalam salah satu mazhab empat yang 

disepakati dengan mengutamakan bermazhab secara qawli>. 
Oleh karena itu, prosedur penjawaban masalah disusun dalam 

urutan sebagai berikut: 
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1. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ‘iba>rah 
kitab (kutipan dari kitab) dan di sana terdapat hanya satu 

qawl/wajah29
 (pendapat) sebagaimana diterangkan dalam 

‘iba>rah tersebut. 

2. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ‘ibarah 
kitab dan di sana terdapat lebih dari satu qawl/wajah, maka 

dilakukanlah taqri>r jama>’i untuk memilih satu qawl/wajah.30
 

 

Sejatinya metode ini sudah diterapkan dalam Bahtsul Masail 

sejak periode awal, sebagaimana yang penulis paparkan di atas. 

Hanya saja kali ini lebih dijelaskan tentang teknis penggunaan 

metode qawli> ini, terutama dalam hal ketika ada beberapa pendapat 

dalam satu masalah.  

Ketika ditemukan beberapa pendapat pada permasalahan yang 

sama, maka Nahdlatul Ulama menempuh cara taqri>r jama’i>. 

Barangkali istilah taqri>r jama>’i> ini adalah istilah yang khas 

Nahdlatul Ulama. Dikatakan khas, karena istilah ini belum pernah 

dipakai dalam kajian hukum Islam. Adapun istilah yang paling 

dekat dengan istilah taqri>r adalah tarji>h.31
 Bahkan dalam mazhab 

                                                           
29

 Istilah qawl dan wajah merupakan istilah yang dikenal dalam mazhab Sha>fi’i. Qawl adalah 

istilah untuk merujuk kepada pendapat Imam al-Sha>fi’i>. Sedangkan wajah merupakan istilah 

untuk pendapat pengikut (as}ha>b) Imam al-Sha>fi’i> yang sesuai dengan kaidah dan metodologi 

yang dikembangkan Imam al-Sha>fi’i. Kedua istilah ini dipopulerkan oleh Imam al-Nawawi>. 

Selain dua istilah di atas, masih ada  istilah lain, yaitu t}uruq yang merupakan istilah untuk 

merujuk kepada pendapat murid-murid al-Sha>fi’i> yang berbeda satu sama lain dalam 

menyampaikan mazhab al-Sha>fi’i>. Dari sini dapat diketahui dominasi mazhab al-Sha>fi’i> hingga 

dalam hal penggunaan istilah. Meskipun yang dikehendaki dengan istilah Qawl dalam hal ini 
adalah pendapat Imam Mazhab dan wajah adalah istilah pendapat pengikut mazhab. Lihat 

Wahbah al-Zuh}aili>, al-Fiqh al-Isla>mi> wa Adillatuhu>, Vol. 1 (Damaskus: Da>r al-Fikr, tt), 79 dan 

Muh}ammad Ibra>hi>m al-H}afna>wi>, Mus}t}ala>h}a>t al-Fuqaha>’ wa al-Us}u>liyyi>n, cet. Ke-4 (Kairo: Da>r 

al-Sala>m, 1432 H/2011 M), 157. 
30

 Abdul Aziz Masyhuri, Masalah Keagamaan, Vol. 2 (Depok: QultumMedia, 2004), 90. 
31

 Ada cerita menarik tentang pemilihan istilah taqri>r jama>’i> ini. Menurut penuturan Abdul Malik 

Madany, tokoh yang turut hadir dalam Munas Alim Ulama tahun 1992,  istilah taqri>r jama’i> ini 

untuk menghindari istilah tarji>h yang terlebih dahulu digunakan oleh Organisasi Muhammadiyah. 

Maka agar terkesan tidak meniru organisasi lain, dipilihlah istilah taqri>r jama>’i>. Selain itu, 
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Sha>fi’i> sendiri, mazhab yang menjadi ciri khas Nahdlatul Ulama, 

digunakan istilah tarji>h untuk menentukan dua qawl yang saling 

bertentangan.
32

  

Oleh sebab upaya pemilihan pendapat ini dilakukan secara 

kolektif, maka diberikan embel-embel ‚jama>’i‛. KH. Abdul Malik 

Madany mengatakan bahwa syarat kolektif dalam taqri>r jama>’i> ini 

sangat penting untuk mencegah kemungkinan terjadinya 

penyalahgunaan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. 

Selain itu, persyaratan ‘kolektif’ ini juga berguna untuk menjaga 

kebersamaan dalam organisasi.
33

  

Pemilihan pendapat yang berbeda untuk kemudian ditentukan 

satu pendapat ini penting untuk menunjukkan sikap dan ketegasan 

Bahtsul Masail dalam memilih satu pendapat, sehingga warga 

Nahdlatul Ulama tidak lagi dibingungkan dengan penyajian 

beberapa pendapat dalam satu pendapat.
34

 

Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama sudah membuat prosedur jika 

dalam pencarian ‘iba>rah kitab mazhab ditemukan beberapa 

                                                                                                                                                               
dengan pertimbangan bahwa nama buku kumpulan hasil Bahtsul Masail dalam Nahdlatul Ulama 

itu bernama ‚Ah}ka>m al-Fuqaha>’ fi Muqarrara>t Mu’tama>ra>t Nahdlat al-‘Ulama>‛, maka kiranya 

istilah taqri>r jama’i> ini lebih cocok untuk Nahdlatul Ulama. Penuturan ini disampaikan saat 

Bahtsul Masail Pra-Muktamar ke-33 di Pesantren Al-Manar Depok pada tanggal 9 Mei 2015. 
32

 Lihat ‘Abu> al-Ma’a>li> al-Juwaini>, Niha>yat al-Mat}lab fi> Dira>yat al-Mazhab (t.tp: Da>r al-Minha>j, 

1428 H/2007 M), 164. 
33

 Abdul Malik Madany, ‚Pola Penetapan Hukum Islam Nahdlatul Ulama; Antara Fakta dan 

Cita‛, dalam Dialog Pemikiran Islam & Realitas Empirik, M. Masyhur Amin dan Ismail S. 

Ahmad (Ed) (Yogyakarta: LKPSM NU DIY, 1993), 169. 
34

 Misalnya tentang hukum wali nikah fasik yang dibahas dalam Muktamar ke-1. Di situ ditulis 

dua pendapat tanpa adanya upaya pemilihan satu pendapat. Lihat Asrori (ed), Ahkamul Fuqaha, 
9-10.  
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pendapat dalam masalah yang sama. Prosedur pemilihan pendapat 

ini ditetapkan dalam Munas Alim Ulama tahun 1992. Berikut 

prosedur yang ditempuh Bahtsul Masail:
35

 

1. Ketika dijumpai beberapa qawl/wajah dalam satu masalah 

yang sama, maka dilakukan usaha memilih salah satu 

pendapat. 

2. Pemilihan salah satu pendapat dilakukan: 

a. Dengan mengambil pendapat yang lebih maslahat 

dan/atau yang lebih kuat 

b. Sedapat mungkin dengan melaksanakan ketentuan 

Muktamar NU ke-1 bahwa perbedaan pendapat 

diselesaikan dengan memilih: 

1) Pendapat yang disepakati oleh al-Shaikha>n (Al-

Nawawi> dan al-Ra>fi’i>). 

2) Pendapat yang dipegangi oleh al-Nawawi> saja. 

3) Pendapat yang dipegangi oleh al-Ra>fi’i> saja. 

4) Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama. 

5) Pendapat ulama yang terpandang. 

6) Pendapat ulama yang paling wara’ 

 

Dari ketentuan di atas, dapat disederhanakan bahwa pemilihan 

pendapat dalam Bahtsul Masail ditetapkan atas dasar as}lah} 

(pendapat yang paling maslahat) dan as}ah} (pendapat yang paling 

sahih dari sisi dalil).  

Lebih lanjut KH. Afifuddin Muhajir memberikan penjelasan 

tambahan tentang pemilihan pendapat. Menurut KH. Afifuddin 

Muhajir, memilih pendapat yang ra>jih} (unggul) dari dua atau 

beberapa pendapat itu didasarkan atas salah satu dari beberapa dasar 

berikut: 1) berdasarkan kekuatan dalil masing-masing,
36

 2) 

                                                           
35

 Masyhuri, Masalah Keagamaan, 92. 
36

 Misalnya permasalahan tentang lebih utama mana salat dengan jamaah yang sedikit dengan 

salat di luar masjid dengan jamaah yang lebih banyak. Dalam hal ini ada dua wajah. Menurut 

Qa>d}i> Abu> al-T}ayyib lebih utama salat di luar masjid dengan jamaah yang besar berdasarkan hadis 
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berdasarkan S}a>h}ib Qawl/Wajah (orang yang berpendapat),
37

 3) 

Berdasarkan di mana pendapat tersebut dimuat,
38

 4) Berdasarkan 

penegasan dan penilaian pengarang kitab yang dinilai mu’tabar.39 

Pada Muktamar ke-31 di Donohudan Boyolali Jawa Tengah 

tanggal 1 Desember 2004, prosedur pemilihan pendapat yang 

ditetapkan dalam Munas Alim Ulama tahun 1992 di atas mengalami 

beberapa perubahan. Di antaranya tidak digunakan lagi istilah qawl 

maupun wajah, melainkan diganti dengan istilah ‘iba>rah kutub al-

madha>hib al-arba’ah (redaksi kitab-kitab empat mazhab). Perubahan 

istilah ini nampaknya untuk menghindari dominasi mazhab Sha>fi’i>, 

mengingat qawl maupun wajah merupakan dua istilah yang dikenal 

dalam mazhab Sha>fi’i>.
40

 

                                                                                                                                                               
yang diriwayatkan Ibn H}ibba>n. Sedangkan menurut al-Mawardi> lebih utama salat di dalam masjid 

walaupun dengan jamaah lebih sedikit dengan berdasarkan pada hadis riwayat S}ah}i>h{ain. Maka 

dapat ditentukan bahwa pendapat berdasarkan hadis kedua lebih ra>jih}, sebab hadis kedua ini 

mentakhs}i>s} (mengkhususkan) keumuman hadis yang pertama. Lihat Afifuddin Muhajir dan Imam 

Nahe’i, ‚Fungsionalisasi Ushul Fiqh dalam Bahtsul Masa’il NU‛, dalam Nalar Kritik Fiqih NU, 
M. Imdadun Rahmat (Ed) (Jakarta: Lakpesdam, 2002), 253-254. 
37

 Misalnya permasalahan tentang kebolehan bertashahhud dalam tiap-tiap satu rakaat bagi orang 

yang melakukan salat sunnah mutlak lebih dari satu rakaat. al-Nawawi berpendapat bahwa hal 

tersebut tidak diperbolehkan, sedangkan menurut al-Ra>fi’i> diperbolehkan. Maka yang 

dimenangkan adalah pendapat al-Nawawi>. Ibid., 254. 
38

 Misalnya pendapat al-Nawawi> dalam kitab Tah}qi>q lebih didahulukan atas pendapat al-Nawawi> 

dalam kitab al-Majmu>’ kemudian al-Tanqi>h}, al-Raud}ah, dan al-Minha>j. Dalam hal hukum 

istita>bah terhadap seseorang yang meninggalkan salat sebelum dilaksanakan h}ad, al-Nawawi> 

mempunyai dua pendapat. Pertama, pendapat yang mengatakan wajib beristita>bah dalam kitab al-
Raud}ah dan al-Majmu>’. Kedua, pendapat yang mengatakan sunnah dalam kitab al-Tah}qi>q. Maka 

berdasarkan lokasi pendapat itu, dapat ditentukan bahwa pendapat al-Nawawi yang mengatakan 

kesunnahan beristita>bah dalam kitab al-Tah}qi>q lebih diunggulkan. Ibid., 255. 
39

 Misalnya tentang kebolehan istri melakukan fasakh sendiri secara langsung begitu ia tahu 

bahwa suaminya benar-benar tidak mampu memberikan nafkah untuk dirinya. Dalam hal ini ada 

dua pendapat. Pertama tidak boleh, dan yang kedua boleh. Pendapat pertama dinilai ra>jih}, 
sedangkan pendapat kedua dinilai marju>h} (diunggulkan) dan d}a’if  (lemah). Ked}a’ifan ini 

diketahui dari istilah ‚thumma fi> qawl‛ (kemudian dalam pendapat), sebagaimana keterangan 

dalam kitab Minha>j. Ibid., 256 
40

 Lihat Asrori (ed), Ahkamul Fuqaha, 846.  
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Selain beberapa perubahan di atas, Muktamar ke-31 telah 

memberikan kemajuan luar biasa kaitannya dengan metode qawli> 

ini. Dalam Muktamar tersebut diputuskan agar di samping 

mengutip pendapat ulama dari kitab mazhab, juga dicantumkan al-

Qur’an dan hadis. Belakangan diketahui bahwa yang mengusulkan 

pencantuman ayat ini adalah K.H. Arwani Faisal. Menurut kiai 

Arwani, pencantuman al-Qur’an dan hadis itu penting agar masalah 

yang dibahas diketahui sumber hukumnya, tidak sekedar mengikuti 

pendapat ulama dalam kitab mazhab.
41

 

Hal tersebut lalu dikuatkan dalam Muktamar ke-32 di Makasar 

pada tahun 2010. Pada Muktamar ini dibahas hierarki penulisan 

jawaban dengan mencantumkan pendapat ulama dalam kitab 

mazhab terlebih dahulu, dilengkapi dengan ayat al-Qur’an beserta 

tafsirnya, hadis beserta penjelasan (sharh}) nya, dan dalil-dalil shara’ 

lainnya. Urutan seperti ini dimaksudkan sebab bagi para ulama 

Nahdlatul Ulama, al-Qur’an, hadis, dan dalil-dalil shara’ lainnya 

tidak dijadikan sebagai dalil yang mandiri tetapi merupakan bagian 

dari ijtihad ulama.
42

  

 

 

 

                                                           
41

 Luthfi Hadi Aminuddin, ‚Istinba>t} Jama>’i> dan Penerapannya dalam Bahsul Masail‛, dalam Al-
Manahij, Vol. IX No. 2 (Desember 2015), 245. 
42

 Abdul Mun’im DZ (Ed), Hasil-Hasil Muktamar 32 Nahdlatul Ulama, Cet. Ke-2 (Jakarta: 

Sekretariat Jendral PBNU, 2011), 216. 
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b. Metode Ilh}a>qi> 

Adapun metode yang kedua adalah metode ilh}a>qi>, maksudnya 

adalah  ilh{}a>q al-masa>’il bi nadha>’iriha>, yaitu metode menyamakan 

hukum suatu kasus atau masalah serupa yang belum dijawab oleh 

kitab mazhab dengan kasus atau masalah serupa yang telah dijawab 

oleh kitab. Atau secara ringkas, metode ilh}a>qi> ini adalah metode 

menyamakan masalah baru dengan pendapat yang sudah jadi. Sama 

halnya dengan metode qawli>, sejatinya metode ilh}aqi> ini sudah 

diterapkan Bahtsul Masail sebelum adanya hasil Munas Alim Ulama 

tahun 1992. Hanya saja metode ini diterapkan secara implisit dan 

tanpa nama.
43

 

Secara hierarkis, metode ilh}a>qi> ini menempati posisi kedua, dan 

digunakan ketika permasalahan tidak bisa diselesaikan melalui 

metode qawli>. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hasil Munas 

Alim Ulama tahun 1992 di Lampung berikut: ‚Dalam kasus tidak 

ada qawl/wajah sama sekali yang memberikan penyelesaian, maka 

dilakukan prosedur ilh{}a>q al-masa>’il bi nadha>’iriha> secara jamaah 

oleh para ahlinya.‛
44

 Hasil Keputusan Munas Alim Ulama tentang 

ilh}a>q ini kemudian diperkuat dalam Muktamar ke-31 dan Munas 
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 Ahmad Muhtadi Anshor, Bah}t hal-Masa>’il Nahdlatul Ulama; Melacak Dinamika Pemikiran 
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 Masyhuri, Masalah Keagamaan, 90. 



75 

 

Alim Ulama dan Konbes Nahdlatul Ulama di Surabaya pada tahun 

2006.
45

  

Sekilas metode ilh}a>q ini sama dengan qiya>s.  namun keduanya 

memiliki perbedaan yang signifikan. Jika dalam qiya>s masalah baru 

disamakan dengan nas}s{, baik al-Quran maupun Hadis, maka dalam 

ilh{a>q, masalah baru disamakan dengan ‘iba>rah kitab mazhab. 

Menurut Mahsun, istilah ilh}a>q ini digunakan untuk menggantikan 

istilah qiya>s yang dipandang tidak patut dilakukan, sebab 

penggunaan qiya>s hanya menjadi kompetensi mujtahid. Ini 

merupakan bentuk kehati-hatian para ulama Nahdlatul Ulama untuk 

melakukan penggalian hukum secara langsung terhadap nas}s}.46 

Metode ilh}a>qi> lebih dipilih Nahdlatul Ulama dibanding qiya>s, 

sebab di kalangan Nahdlatul Ulama, qiya>s memiliki konsekuensi 

yang lebih besar dibanding dengan ilh}a>q. Untuk melakukan qiya>s 

setidaknya harus mempunyai kemampuan yang mendalam dalam 

beberapa bidang keilmuan.
47

 

                                                           
45

 Nampaknya kelahiran metode ilh}a>qi> ini dilatarbelakangi oleh terpengaruhnya para ulama 

Nahdlatul Ulama dengan mazhab Sha>fi’i>, sebab indikasi untuk menerapkan metode ilh}aqi> ini 

sudah disampaikan oleh al-Nawawi> dalam kitab al-Majmu>’ sebagaimana dalam kutipan ‘iba>rah 
berikut: 

فْظِ الْمَذْىَبِ وَنَ قْلِوِ وَفَ هْمِوِ فِ الْوَاضِحَاتِ وَالْمُشْكِلََتِ وَلَكِنْ عِنْدَهُ ضَعْفٌ فِ تَ قْرِ  الرَّابعَِةُ( )الْْاَلةَُ  يرِ أدَِلَّتِوِ وحررير أقيستو أنَْ يَ قُومَ بِِِ
قُولًَ إنْ  فهذا يعتمد نقلو وفتواه بو فِيمَا يََْكِيوِ مِنْ مَسْطُوراَتِ مَذْىَبِوِ مِنْ نُصُوصِ  دُهُ مَن ْ إمَامِوِ وَتَ فْريِعِ الْمُجْتَهِدِينَ فِ مَذْىَبِوِ وَمَا لََ يََِ

نَ هُمَا جَازَ إلْْاَقوُُ بِ  وَى بوِِ وَجَدَ فِ الْمَنْ قُولِ مَعْنَاهُ بَِِيْثُ يدُْرَكُ بِغَيُِّْ كَبِيُِّ فِكْرٍ أنََّوُ لََ فَ رْقَ بَ ي ْ  وِ وَالْفَت ْ

Lihat Abu> Zakariyya> Muh}y al-Di>n al-Nawawi>, al-Majmu>’ Sharh} al-Muhadhdhab, Vol. 1 (Beirut: 

Da>r al-Fikr, tt), 44. 
46

 Mahsun, Mazhab NU, 74. 
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 Nasih, ‚Bahtsul Masail‛, 121. 
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Dalam mempraktekkan metode ini, kitab mazhab tetap dikutip 

tetapi hukum diambil bukan dari letterlijk ‘iba>rah kitab, melainkan 

terlebih dahulu ditentukan kemiripan antara masalah yang sedang 

dipecahkan dengan masalah yang telah dihukumi dalam kitab 

tersebut.
48

 Lebih lanjut Nahdlatul Ulama telah menetapkan prosedur 

metode ilh}a>qi> dalam Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama tahun 

2006 berikut: a) memahami secara benar tentang suatu kasus 

(tas}awwur al-masalah) yang akan dimulha}qkan, b) mencari padanan 

kasus yang ada dalam kitab yang akan diilh}a>qi (mulh}aq bih) atas 

dasar persamaan di antara keduanya (wajh al-ilh}a>q), c) menetapkan 

hukum mulh}aq seperti hukum mulh}aq bih.49
  

Meski tidak sama persis dengan qiya>s, dalam metode ilh}aqi> 

juga ada unsur-unsur yang harus dipenuhi, yaitu mulh}aq bih 

(sesuatu yang belum ada ketentuan hukumnya), mulh}aq ‘alaih 

(sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya), dan wajh al-ilh}a>q 

(faktor keserupaan antara mulh}aq bih dengan mulh}aq ‘alaih). Tidak 

semua orang bisa menerapkan metode ilh}aqi> ini. Hanya orang yang 

memiliki keahlian saja yang diperbolehkan.
50

  

Penggunaan metode ilh}a>qi> sebagai metode penetapan hukum ini 

bukannya tanpa masalah. Betapapun baiknya ‘iba>rah dalam mulh}aq 

‘alaih yang dijadikan sebagai bahan analog, tetap saja ‘iba>rah dalam 
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 A. Chozin Nasuha, ‚Bahtsul Masa’il Fiqhiyyah NU: Antara Ide dan Fakta‛, dalam Nalar Kritik 
Fiqih NU, M. Imdadun Rahmat (Ed) (Jakarta: Lakpesdam, 2002), 179. 
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kitab tersebut adalah produk pemikiran manusia yang terikat oleh 

dimensi waktu dan tempat. Sebagaimana maklum adanya, kitab-

kitab mazhab yang dijadikan sumber dalam Bahtsul Masail 

merupakan produk ulama berabad-abad silam. Secara logika, 

sebagai bagian dari hasil ijtihad, iba>rat dalam kitab mazhab itu pasti 

berkaitan erat dengan kondisi sosio-historis kultural waktu itu. 

Sehingga persoalan yang terjadi saat ini sangat sulit dicarikan 

padanannya dalam kitab mazhab. Kalaupun ada, maka hal itu sering 

kali terkesan dipaksakan hanya untuk memenuhi target harus ada 

redaksi ‘iba>rah dalam kitab mazhab.
51

 

 

c. Metode Manhaji> 

Dalam hal ketika permasalahan tidak dapat diselesaikan melalu 

metode qawli> dan metode ilh}a>qi>, maka Bahtsul Masail 

menggunakan metode manhaji> untuk menyelesaikan suatu masalah. 

Metode ini didefinisikan sebagai metode penyelesaian masalah 

dengan cara mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum 

yang telah disusun oleh para imam mazhab.
52

 

Salah satu pengembangan terbesar yang dihasilkan dalam 

Munas Alim Ulama tahun 1992 di Lampung adalah dirumuskannya 

metode bermazhab secara manhaji> untuk mengatasi permasalahan-

permasalahan baru yang tidak ditemukan padanannya dalam kitab-
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 Nasih, ‚Bahtsul Masail‛, 122. 
52
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kitab mazhab. Meskipun sebenarnya metode manhaji> bukanlah 

barang baru dalam Bahtsul Masail, sebab secara praktek sudah 

dilakukan sebelum adanya Munas Alim Ulama tahun 1992.
53

 Hanya 

saja secara teori dan legalitas tertulis belum ada hingga ditetapkan 

dalam Munas Alim Ulama tahun 1992. 

Legitimasi penggunaan metode manhaji> secara resmi diatur 

dalam hasil Munas Alim Ulama di Lampung Tahun 1992. Di sana 

disebutkan bahwa jika tidak ada satu pun pendapat dalam kitab 

mazhab dan tidak mungkin dilakukan ilh}a>q, maka dilakukan istinba>t} 

jama’i> dengan prosedur bermazhab secara manhaji> oleh para 

ahlinya.
54

 Sementara operasionalisasi istinba>t} jama’i> ini dilakukan 

dengan mempraktekkan qawa>’id al-us}u>liyyah dan qawa>’id al-

fiqhiyyah oleh para ahlinya.
55

 

Ketentuan operasionalisasi istinba>t} jama’i> menggunakan 

qawa>’id al-us}u>liyyah dan qawa>’id al-fiqhiyyah itu kemudian diubah 

pada Muktamar ke-31 tahun 2004 di Solo. Hasil Keputusan 

Muktamar itu menghapus qawa>’id al-fiqhiyyah sebagai peranti 

untuk melakukan istinba>t} jama’i>, hingga yang tersisa hanyalah 

qawa>’id al-us}u>liyyah.56
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 Ahmad Zahro meneliti bahwa ada 8 masalah yang diselesaikan menggunakan metode manhaji> 
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Ketentuan tentang prosedur penggunaan metode manhaji> 

melalui istinba>t} jama’i> lalu dijelaskan dalam Munas Alim Ulama 

dan Konbes Nahdlatul Ulama tahun 2006 di Surabaya. Hasil Munas 

dan Konbes menetapkan empat prosedur melakukan istinba>t} jama’i> 

yaitu; 1) memahami secara benar tentang suatu kasus (tas}awwur al-

masalah) yang akan ditetapkan hukumnya; 2) mencari dalil yang 

akan dijadikan dasar penetapan hukum (istidla>l); 3) menerapkan 

dalil terhadap masalah dengan kaifiyyah al-istidla>l (metode 

pengambilan hukum); dan 4) menetapkan hukum atas masalah yang 

dibahas.
57

  

Luthfi Hadi Aminuddin mengungkapkan ada dua alasan 

munculnya gagasan untuk menerapkan metode manhaji> di 

lingkungan Nahdlatul Ulama, yaitu: pertama, para ulama Nahdlatul 

Ulama menyadari bahwa hukum Islam yang dimuat dalam kitab-

kitab fikih empat mazhab lebih merupakan produk sejarah yang –

tidak jarang- terkait dengan konteks di mana pengarang kitab hidup. 

Terkadang –untuk tidak mengatakan sering, kitab-kitab tersebut 

digunakan sebagai justifikasi terhadap tuntutan perubahan sosial, 

budaya dan politik. Bermunculannya model kitab-kitab sharah{ 

(penjelasan), h}a>shiyah (eksplanasi), maupun ta’li>qa>t (komentar), 

                                                                                                                                                               
‚Dalam kasus tidak mungkin dilakukan ilhaq, maka bisa dilakukan istinbath jama’i dengan 

prosedur bermadzhab secara manhaji oleh para ahlinya. Yaitu dengan mempraktekkan qowaid 
ushuliyah oleh para ahlinya.‛ Ibid., 848. 
57

 Ibid., 862. Empat langkah istinba>t} jama’i> di atas dianggap belum begitu operasional, maka 

pada Muktamar ke-33 tahun 2015 di Jombang ditentukanlah metode istinba>t} al-ah}ka>m yang 

berkaitan dengan metode manhaji>. Pembahasan tentang metode istinba>t} al-ah}ka>m hasil 

Muktamar ke-33 akan dibahas secara terperinci pada bab selanjutnya. 
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baik dalam bentuk kritik maupun sanggahan adalah indikasi yang 

cukup kuat bahwa latar belakang sosio-budaya dan sosio-politik itu 

cukup berpengaruh dalam sebuah Keputusan hukum. Kedua, 

rumusan fikih yang dikonstruksikan ratusan tahun silam tidak lagi 

memadai untuk menjawab persoalan yang terjadi pada saat ini. 

Selain karena ditulis di zaman yang jauh dari kata modern, kitab 

fikih yang beredar di Indonesia sarat akan unsur ‘Ke-Arab-an’. 

Bukan hanya karena ditulis dengan menggunakan bahasa Arab, 

melainkan lebih kepada masalah-masalah yang dimuat di dalamnya 

banyak didasarkan atas masalah-masalah yang umum terjadi di 

Negara Arab, seperti Hijaz dan Mesir. Maka tidak jika hal itu 

diterapkan di Indonesia.
58

 

Pengembangan metode manhaji> dengan menerapkan prosedur 

istinba>t} jama’i> sebenarnya bukan hanya fenomena yang terjadi di 

Indonesia, melainkan terjadi di kebanyakan negara-negara muslim. 

Selain Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, lembaga fatwa 

yang ada di negara-negara muslim lain juga menerapkan istinba>t} 

jama>’i>, misalnya Majma’ al-Buh}u>th al-Isla>miyyah milik Al-Azhar 

Mesir, al-Majma’ al-Fiqhi> milik Liga Dunia Islam Makkah, Majma’ 

al-Fiqh al-Islami> milik Organisasi Konferensi Islam (OKI), dan 

Munaz}z}ama>t al-Mu’tamar al-Isla>mi> yang berada di Jeddah.
59
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Nadirsyah Hosen mengatakan bahwa proses istinba>t} dengan 

ditambahi embel-embel ‚jama>’i>‛ merupakan solusi atas 

ketidakmampuan seseorang secara individu untuk melakukan 

istinba>t} hukum karena keterbatasan ilmu yang menjadi prasyarat 

utama dalam beristinba>t}. Dengan istinba>t} jama>’i>, ulama yang hanya 

mumpuni dalam ‘ulu>m al-Qur’a>n (ilmu-ilmu al-Qur’an) misalnya, 

dapat melakukan istinba>t}, jika ia berkolaborasi dengan ulama yang 

mempunyai keahlian di bidang yang lain.
60

 

Menerapkan metode manhaji> melalui istinba>t} jama>’i> berarti 

melakukan penggalian hukum dari al-Qur’an dan hadis secara 

langsung. Itu artinya, melalui beberapa Keputusan di atas, 

Nahdlatul Ulama telah memberikan izin serta rekomendasi kepada 

para ulama untuk ber-istinba>t} langsung dari kedua sumber hukum 

utama tersebut.
61

 

Tentang mekanisme metode manhaji> melalui istinba>t} jama>’i> ini 

para elite Nahdlatul Ulama memiliki pandangannya masing-masing. 

KH. M. A. Sahal Mahfudh mengemukakan bahwa istinba>t} jama>’i> 

bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan melakukan penggalian 

langsung dari al-Qur’an dan hadis (istinba>t}) dan dengan 

menggunakan qiya>s.62 Penggunaan qiya>s sebagai bentuk dari 

istinba>t} jama>’i> ini juga disetujui oleh beberapa ulama Nahdlatul 

                                                           
60

 Hosen, ‚Nahdlatul Ulama‛, 6. 
61

 Mahfudh, ‚Bahtsul Masa’il‛, xv. 
62

 Ibid., xvi.  



82 

 

Ulama. Di antaranya Marzuki Wahid yang mengatakan bahwa qiya>s 

yang dilakukan secara kolektif (jama>’i>) bisa menjadi solusi atas 

ketakutan para ulama untuk melakukan qiya>s secara individu karena 

dikuatirkan akan terjadi pemutusan hukum secara serampangan. 

Menurutnya, qiya>s jama>’i> relevan untuk masa sekarang. Melalui 

qiya>s jama>’i>, dapat ditentukan ‘illat hukum untuk masa sekarang, 

terutama dalam bidang-bidang sosial, ekonomi, politik, dan 

budaya.
63

 

Sejalan dengan KH. M. A. Sahal Mahfudh, K.H. Ma’ruf Amin 

menganggap pentingnya metode manhaji>. Kiai Ma’ruf mengusulkan 

agar dilakukan i’a>dat al-nadhari (telaah ulang) terhadap pendapat-

pendapat mazhab yang tidak relevan lagi. Hal ini menurut K.H. 

Ma’ruf Amin merupakan sesuatu yang diperbolehkan, sebab dalam 

mazhab Sha>fi’i sendiri, tidak jarang ditemukan pendapat pengikut 

mazhab yang tidak sama dengan pendapat imam Sha>fi’i. Asal yang 

patut diperhatikan adalah metode yang digunakan untuk melakukan 

istinba>t} itu harus dalam koridor aturan mazhab tersebut. Upaya 

istinba>t} ini bisa dilakukan dengan cara tah}qi>q al-mana>t}, yaitu 

melakukan upaya penelitian dan relevansi berbagai masalah dengan 

kaidah-kaidah hukum. Melalui tah}qi>q al-mana>t}, dapat diungkap 

‘illat suatu hukum, sehingga menentukan hukum itu sendiri. Jika 

‘illat suatu masalah itu ada, maka hukum itu ada. Pun juga 
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sebaliknya, jika ‘illat itu tidak ditemukan, maka hukum tidak bisa 

diterapkan.
64

  

Berbeda dengan ulama di atas yang mencukupkan metode 

manhaji> hanya pada qiya>s, Ahmad Zahro memberikan penjelasan 

bahwa metode manhaji> harus dilakukan dengan menelusuri dan 

mengikuti secara hierarkis metode atau prosedur istinba>t} hukum 

empat mazhab berikut: 1) Mazhab H}anafi> dengan metode dan 

hierarki berikut; al-Qur’an, hadis sahih, aqwa>l al-s}ah}a>bah, qiya>s, 

istih}sa>n, ijma>’, dan ‘urf. 2) Mazhab Ma>liki dengan metode dan 

hierarki berikut; al-Qur’an, hadis sahih, ijma>’ sahabat, ‘amal ahl al-

madi>nah, fatwa sahabat, qiya>s, istih}sa>n, mas}a>lih} al-mursalah, dan 

zara>’i’. 3) Mazhab Sha>fi’i> dengan metode dan hierarki berikut; al-

Qur’an, hadis sahih, ijma>’, aqwa>l al-s}aha>bah, dan qiya>s. 4) Mazhab 

H{anbali> dengan metode dan hierarki berikut; nas}s}, ijma>’, qiya>s, 

mas}a>lih} al-mursalah, istih}sa>n, zara>’i’, fatwa sahabat dan istis}h}a>b. 65 

Lebih lanjut Ahmad Zahro menyampaikan bahwa pada 

dasarnya bermazhab manhaji> harus dilakukan secara konsekuen 

dengan mengikuti secara hierarkis metode masing-masing mazhab. 

Akan tetapi, untuk menerapkan mazhab manhaji> dalam arti benar-

benar menelusuri dan mengikuti secara terpisah metode tiap mazhab 

adalah hal yang sangat sulit, maka diperkenankan melakukan talfi>q 
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fi> al-manhaj dengan cara memilih secara selektif metode atau dalil 

yang diyakini benar dan tepat, asal masih dalam lingkup empat 

mazhab.
66

 

 

Apapun metode yang digunakan, Nahdlatul Ulama melalui Munas 

Alim Ulama tahun 1992 lalu dikukuhkan pada Muktamar ke-31 tahun 

2004, menetapkan agar dalam upaya penyelesaian masalah itu dilakukan 

tiga analisis yang meliputi: 

a. Analisis masalah tentang sebab terjadinya suatu kasus ditinjau dari 

beberapa faktor berikut: 1) faktor ekonomi, 2) faktor politik, 3) 

faktor budaya, 4) faktor sosial, dan 5) faktor lainnya.
 

b. Analisis dampak yang ditimbulkan oleh suatu kasus yang dicari 

hukumnya ditinjau dari beberapa aspek yang meliputi: 1) aspek 

sosial ekonomi, 2) aspek sosial budaya, 3) aspek sosial politik, dan 

4) aspek lainnya.
 

c. Analisis hukum, baik hukum Islam berhaluan ahl al-sunnah wa al-

jama>’ah maupun hukum yuridis formal.
67 

 

B. Metode Istinba>t} al-Ah}ka>m Hasil Muktamar ke-33 

1.  Latar Belakang Perumusan Metode 

Muktamar merupakan forum permusyawaratan tertinggi di dalam 

organisasi Nahdlatul Ulama. Dalam Anggaran Dasar Anggaran Rumah 

Tangga (AD-ART) Nahdlatul Ulama disebutkan forum ini dilaksanakan 
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setiap lima tahun sekali.
68

 Hingga penelitian ini dilakukan, Muktamar 

sudah dilakukan sebanyak 33 kali. Paling terakhir Muktamar 

dilaksanakan di Jombang pada tanggal 16-20 Syawal 1436 H atau 

bertepatan dengan tanggal 1-5 Agustus 2015. 

Di antara agenda yang pasti ada saat Muktamar adalah kegiatan 

Bahtsul Masail.
69

 Tak terkecuali pada Muktamar ke-33. Pada Muktamar 

ini tercatat ada 19 masalah yang dibahas oleh Lembaga Bahtsul Masail. 

19 masalah itu dibahas dalam tiga komisi Bahtsul Masail dengan rincian 

sebagaimana diterangkan dalam tabel berikut: 

Tabel 3.1 

Permasalahan yang dibahas dalam Bahtsul Masail Muktamar ke-33 

 

Komisi Bahtsul 

Masail ad-Diniyyah 

al-Waqi’iyyah 

Komisi Bahtsul Masail 

ad-Diniyyah al-

Maudlui’iyyah 

Komisi Bahtsul 

Masail ad-Diniyyah 

al-Qonuniyyah 

1. Hukum 

mengingkari janji 

bagi pemimpin 

pemerintahan 

2. Hukum asuransi 

BPJS 

3. Pembakaran dan 

penenggelaman 

kapal asing yang 

melanggar 

1. Metode Istinba>t} 
al-Ah}ka>m dalam 
Nahdlatul Ulama 

2. Khas}a>is{ Ahlus 

Sunnah Wal 

Jama’ah an-

Nahdliyyah 

3. Hukuman mati 

dan HAM 

4. Pasar bebas (Free 

1. Perlindungan umat 

beragama melalui 

Undang-Undang 

2. Pelaksanaan 

pendidkan agama 

di sekolah 

(perbaikan PP No. 

55 Tahun 2007) 

3. Penyelenggaraan 

Pemilu Kepala 
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 Sejak Muktamar ke-26 tahun 1979 di Semarang, Muktamar dilakukan setiap lima tahun sekali. 

Kecuali Muktamar ke-32 di Makassar. Secara siklus lima tahunan, seharusnya Muktamar 

dilaksanakan tahun 2009, namun Muktamar ke-32 baru dilaksanakan setahun kemudian di tahun 

2010. Lihat Tabel 2.1 dan 2.2 pada bab sebelumnya. 
69

 Sebagaimana disebutkan dalam AD-ART Nahdlatul Ulama, Muktamar membicarakan dan 

menetapkan hal-hal berkenaan dengan; a) laporan pertanggung jawaban Pengurus Besar 

Nahdlatul Ulama yang disampaikan secara tertulis; 2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 

Tangga; Garis-garis besar program kerja Nahdlatul Ulama; c) Garis-garis besar program 

Nahdlatul Ulama 5 tahun; d) Hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan; e) 

Rekomendasi Organisasi; f) Ahlul Halli Wal Aqdi; g) Memilih ketua umum pengurus besar 

Nahdlatul Ulama. Lihat Rumadi, et.al, Hasil-Hasil Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama, cet. Ke-2 
(Jakarta: LTN PBNU, 2016), 76. 
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hukum 

4. Pemakzulan 

(pemberhentian) 

pemimpin 

5. Advokat dalam 

tinjauan fiqh 

6. Eksploitasi alam 

secara berlebihan 

7. Hukum alih 

fungsi lahan 

Trade) 

5. Utang Luar 

Negeri 

Daerah yang 

murah dan 

berkualitas 

4. Sumber Daya 

Alam untuk 

Kesejahteraan 

Rakyat 

5. Memperpendek 

masa tunggu calon 

jamaah Haji dan 

pengelolaan 

keuangan Haji 

6. Perlindungan TKI 

dan pencatatan 

nikah bagi TKI 

beragama Islam di 

luar negeri 

7. Perbaikan 

pengelolaan BPJS 

Kesehatan 

 

 

Satu di antara masalah yang dibahas dalam Bahtsul Masail 

Muktamar ke-33 adalah masalah terkait metode istinba>t} al-ah}ka>m dalam 

Nahdlatul Ulama. Dapat dikatakan Muktamar ke-33 ini merupakan 

babak baru bagi Nahdlatul Ulama, khususnya dalam masalah metode 

penetapan hukum. Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, 

pasca Munas Alim Ulama tahun 1992, Nahdlatul Ulama memiliki tiga 

metode yang disusun secara hierarkis, yaitu metode qawli>, ilh}a>qi>, dan 

manhaji>. Dari ketiga metode tersebut, metode manhaji> adalah metode 

yang paling jarang digunakan, khususnya dalam masalah-masalah 

wa>qi’iyyah. Luthfi Hadi Aminuddin dalam penelitiannya menyebutkan, 

dari 456 hasil Bahtsul Masail al-Di>niyyah al-Wa>qi’iyyah dalam rentang 
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tahun 1926 hingga tahun 2010, hanya terdapat delapan masalah saja 

yang diputuskan dengan prosedur bermazhab secara manhaji>.70 

Atas dasar masih langkanya prosedur penyelesaian masalah dengan 

menggunakan metode mazhab manhaji> melalui istinba>t} jama>’i, maka 

Nahdlatul Ulama merasa perlu untuk merumuskan kembali prosedur 

bermazhab secara manhaji> itu. Hal ini sebagaimana tertuang dalam 

deskripsi masalah tentang rumusan metode istinba>t} al-ah}ka>m berikut: 

Tersedianya metode istinba>t} hukum dan yang siap pakai adalah 

niscaya. Ini karena menurut NU dimungkinkan bermunculannya 

kasus-kasus fikih baru yang tak ditemukan jawabannya melalui 

‘iba >rat al-kutub, baik dalam bentuk qawl maupun wajh. Untuk 

menangani kasus-kasus fikih baru tersebut, melalui Munas 

Lampung 1992, NU sudah membuat prosedur demikian, ‚Dalam hal 

ketika suatu masalah/kasus belum dipecahkan dalam kitab, maka 

masalah/kasus tersebut diselesaikan dengan prosedur ilh}a>q al-
masa >’il bi naz}a>iriha> secara jama>’i >. Ilh}a>q dilakukan dengan 

mempertimbangkan mulh}aq, mulh}aq bih oleh mulh}iq yang ahli. 

Dalam proses ilh}a>q al-masa >’il bi naz}a>’iriha > ini, qawa>’id fiqhiyyah 
bisa digunakan sebagai kerangka metodologinya. 

 

Namun, jika kasus fikih tersebut tak bisa dipecahkan dengan 

prosedur ilh}a>q, maka NU memutuskan: ‚Dalam hal ketika tak 

mungkin dilakukan ilh}a>q karena tidak adanya mulh}aq bih sama 

sekali di dalam kitab, maka dilakukan istinba>t} secara jama>’i >. 
Pertanyaannya, bagaimana istinba>t} jama>’i > dengan mempraktekkan 

qawa>’id us }u>liyyah itu diselenggarakan di lingkungan Nahdhatul 

Ulama.
71

 

 

Selain alasan di atas, KH. Afifuddin Muhajir yang ketika itu 

didaulat sebagai ketua sekaligus perumus dalam Komisi Bahtsul Masail 

al-Di>niyyah al-Maud}u>’iyyah pada Muktamar ke-33 menuturkan bahwa 

masih sedikitnya penggunaan metode bermazhab manhaji> ini disebabkan 

                                                           
70

 Luthfi Hadi Aminuddin, ‚Istinba>t} Jama>’i> dan Penerapannya dalam Bahsul Masa’il‛, dalam Al-

Mana>hij, Vol. IX No. 2, Desember 2015, 248. 
71

 Rumadi, et.al., Hasil-Hasil Muktamar NU ke-33, 153. 
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belum adanya metode sederhana dalam Nahdlatul Ulama untuk 

mengoperasionalkan istinba>t} jama>’i>. Hal ini bisa diketahui dari petikan 

perkataan Kiai Afif saat menjadi pembicara pada Bahtsul Masail Pra-

Muktamar ke-33 di Pesantren Al-Manar Depok bulan Mei tahun 2015 

berikut: 

Saya punya pemikiran, jangan-jangan kita belum bisa melakukan 

ijtihad atau istinba>t}, karena belum ada panduan metode yang 

simpel. Saya berusaha sesungguhnya memeras otak dan memeras 

kepala untuk membuat metode-metode yang sangat simpel. Apa 

yang saya tulis apa yang saya sampaikan adalah sudah berada dalam 

kitab-kitab us}u>l fiqh yang ada, mulai yang paling modern sampai 

yang paling dulu. 

 

Pendapat senada juga disampaikan oleh Abdul Moqsith Ghazali, 

sekretaris Komisi Bahtsul Masail al-Di>niyyah al-Maud}u>’iyyah 

Muktamar ke-33. Dalam makalah yang dipresentasikan pada kegiatan 

h}alaqah terbatas yang diselenggarakan Lembaga Bahtsul Masail 

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Abdul Moqsith Ghazali 

menyampaikan: 

Lebih maju lagi, melalui Munas Lampung tahun 1992, NU 

mengajak audiensi ulama NU untuk melakukan istinba>t} jama>’i> 
dengan tetap bertumpu pada manhaj (us}u>l fiqh) imam mazhab. Ini 

terutama untuk menangani kasus-kasus fikih baru yang belum 

pernah ada zaman dahulu. Namun, sampai sekarang belum 

dirumuskan perihal mekanisme istinba>t} jama>’i> tersebut. Apakah 

istinba>t} jama>’i> itu sama belaka dengan ijtihad jama>’i> seperti 

disuarakan para ulama non-NU selama ini? Belum juga terjabarkan 

mengenai manhaj siapa yang akan menjadi pegangan?
72

 

  

Kegelisahan Kiai Afif dan Kiai Moqsith di atas memang cukup 

beralasan. Sejak perumusan metode bermazhab manhaji> pada Munas 
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 Makalah ini dapat dilihat dalam Abdul Moqsith Ghazali, ‚Metode Bahtsul Masa’il NU‛, dalam 

http://islamlib.com/lembaga/nahdlatululama/metode-bahtsul-masail-nu/ (15 April 2017) 

http://islamlib.com/lembaga/nahdlatululama/metode-bahtsul-masail-nu/
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Alim Ulama tahun 1992, hingga sekarang belum ada penjelasan rinci dan 

operasional dari metode tersebut. Hasil Munas Alim Ulama tahun 1992 

hanya menyebutkan redaksi bahwa ‚jika tidak ada satu pun pendapat 

dalam kitab mazhab dan tidak mungkin dilakukan ilh}a>q, maka 

dilakukanlah istinba>t} jama>‘i> > dengan prosedur bermazhab secara manhaji> 

oleh para ahlinya‛.
73

 Lebih lanjut Munas Alim Ulama tahun 1992 

menyebutkan bahwa istinba>t} jama>‘i> > ini dilakukan dengan 

mempraktekkan qawa>’id al-us}u>liyyah dan qawa>’id al-fiqhiyyah oleh 

para ahlinya.
74

  

Ketentuan operasionalisasi istinba>t} jama>‘i> > menggunakan qawa>’id 

al-us}u>liyyah dan qawa>’id al-fiqhiyyah itu kemudian diubah pada 

Muktamar ke-31 tahun 2004. Hasil Keputusan Muktamar itu menghapus 

qawa>’id al-fiqhiyyah sebagai peranti untuk melakukan istinba>t} jama>‘i> >, 

hingga yang tersisa hanyalah qawa>’id al-us}u>liyyah.75 Sejak saat itu 

hingga kini, prosedur penggunaan qawa>’id al-us}u>liyyah belum pernah 

dirumuskan dengan baik.
76
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 Asrori (ed), Ahkamul Fuqaha, 471. 
74

 Ibid., 473. 
75

 Keputusan selengkapnya adalah: 

‚Dalam kasus tidak mungkin dilakukan ilh}a>q, maka bisa dilakukan istinba>t} jama>’i> dengan 

prosedur bermazhab secara manhaji> oleh para ahlinya. Yaitu dengan mempraktekkan qawa>’id 
us}u>liyyah oleh para ahlinya.‛ Ibid., 848. 
76

 Pada dasarnya, bermazhab manhaji> dengan prosedur istinba>t} jama>’i sudah diatur lebih lanjut 

dalam Munas Alim Ulama dan Konbes Nahdlatul Ulama tahun 2006. Akan tetapi empat langkah 

dalam putusan tersebut dinilai kurang operasional sebab tidak disebutkan metode-metode yang 

digunakan dalam istinba>t} jama>’i>. Adapun prosedur istinba>t} jama>’i yang diatur dalam Munas Alim 

Ulama dan Konbes 2006 itu adalah: 

a. Memahami secara benar tentang suatu kasus (tas}awwur al-masalah) 

b. Mencari dalil yang akan dijadikan dasar penetapan hukum (istidla>l) 
c. Menerapkan dalil terhadap masalah dengan kaifiyah al-istidla>l (metode pengambilan 

hukum) 
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2.  Rumusan Metode Istinba>t al-Ah}ka>m Nahdlatul Ulama 

Guna menjawab berbagai kegelisahan tentang ketiadaan metode 

istinba>t hukum yang bersifat operasional, serta yang dapat 

merepresentasikan model bermazhab manhaji>, Nahdlatul Ulama pada 

Muktamar ke-33 tahun 2015 di Jombang, melalui Komisi Bahtsul 

Masail al-Di>niyyah al-Maud}u>’iyyah merumuskan metode istinba>t} al-

ah}ka>m. Secara operasional, metode ini tersusun dari tiga metode
77

, yaitu 

metode baya>ni>, metode qiya>si>, dan metode istis}la>h}i>/maqa>s}idi>.78 

Penjelasan masing-masing metode akan dipaparkan pada bagian berikut:  

a.  Metode Baya>ni> 

Metode Baya>ni> adalah metode pengambilan hukum dari nas}s}, 

baik al-Qur’an maupun hadis (manhaj istinba>t} al-ah}ka>m min al-

nus}u>s}).79
 Guna mengoperasionalkan metode ini, Nahdlatul Ulama 

telah menetapkan lima langkah berikut: 

                                                                                                                                                               
d. Menetapkan hukum atas masalah yang dibahas. 

Lihat A. Ma’ruf Asrori (ed), Ahkamul Fuqaha; Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, 
Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010 M) (Surabaya: Khalista 

& LTN BPNU, 2011), 862. 
77

 Ketiga metode di atas, oleh Abdul Moqsith Ghazali disederhanakan lagi menjadi dua metode 

besar, yaitu metode istinba>t} min al-nus}u>s (penggalian hukum dari nas}s}), yang meliputi metode 

baya>ni> dan metode qiya>si>, dan metode istinba>t} min ghair al-nus}u>s} (penggalian hukum bukan dari 

nas}s}). Keterangan ini disampaikan Abdul Moqsith Ghazali saat membacakan hasil Bahtsul Masail 

komisi Maud}u>’iyyah pada sidang pleno Muktamar ke-33. 
78

 Ibid. Nahdlatul Ulama mengadopsi ketiga metode ini dari salah satu makalah yang ditulis pada 

tahun 2006 oleh ‘At}a>’ al-Rah}ma>n al-Nadwi>, salah seorang guru besar bantu bahasa Arab di 

Universitas Islam Chittagong Bangladesh dengan judul al-Ijtiha>d wa Dauruhu> fi> Tajdi>d al-Fiqh 
al-Isla>mi>. Namun jika ditelusuri secara seksama, ketiga metode di atas bukan merupakan rumusan 

asli dari ‘Ata>’ al-Rah}ma>n al-Nadwi>. Jauh sebelumnya, ulama-ulama us}u>l fiqh sudah merumuskan 

tiga metode tersebut. Di antaranya Ma’ru>f al-Duwa>li>bi> dan Muh}ammad Sala>m Madku>r. Lihat 

Wahbah al-Zuh}aili>, Us}u>l al-Fiqh al-Isla>mi>, Vol. 2 (Damaskus: Da>r al-Fikr, 1406 H/1986 M), 

1040-1041 dan Muh}ammad Sala>m Madku>r, al-Ijtiha>d fi> al-Tashri>’ al-Isla>mi> (t.tp: Da>r al-Nahd}ah 

al-‘Arabiyyah, 1984), 42-49. 
79

 Ibid., 154. 
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1) Mengkaji asba>b al-nuzu>l dan asba>b al-wuru>d baik makro atau 

mikro 

Menurut al-Zarqa>ni, asba>b al-nuzu>l merupakan suatu 

kejadian yang menyebabkan turunnya satu atau beberapa ayat 

al-Qur’an, yang mana peristiwa tersebut dapat dijadikan 

sebagai petunjuk hukum berkenaan turunnya suatu ayat.
80

 

Tidak hanya berlaku untuk al-Qur’an, dalam konteks hadis juga 

dikenal sebab munculnya suatu hadis atau yang dikenal dengan 

istilah asba>b al-wuru>d.
 81 

Para ulama tafsir menjadikan pengetahuan tentang asba>b 

al-nuzu>l dan asba>b al-wuru>d sebagai peranti untuk memahami 

al-Qur’an dan hadis. Tak terkecuali Nahdlatul Ulama. Dalam 

Muktamar ke-33, Nahdlatul Ulama menetapkan pemahaman 

asba>b al-nuzu>l dan asba>b al-wuru>d sebagai langkah pertama 

untuk memahami nas}s} secara baya>ni>.82 

Ada dua aspek yang dinilai penting kaitannya dengan 

pengkajian asba>b al-nuzu>l dan asba>b al-wuru>d, yaitu asba>b 

mikro dan asba>b makro. Nahdlatul Ulama mendefinisikan dua 

aspek asba>b itu sebagai berikut: 

Yang dimaksud asba>b al-nuzu>l mikro adalah sebab khusus 

(asba>b al-nuzu>l al-kha>s}s}ah) yang melatarbelakangi 
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 Muh}ammad ‘Abd al-‘Az}i>m al-Zarqa>ni>, Mana>hil al-‘Irfa>n fi> ‘Ulu>m al-Qur’a>n (Beirut: Da>r al-

Fikr, 1988), 106. 
81

 Burha>n al-Di>n al-H}usaini>, al-Baya>n wa al-Ta’ri>f fi> Asba>b Wuru>d al-H}adi>t hal-Shari>f (Beirut: 

Da>r al-Kita>b al-‘Arabi>, tt), 3.  
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 Rumadi, et.al., Hasil-Hasil Muktamar, 154. 
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turunnya suatu ayat atau hadis. Sedangkan yang dimaksud 

asba>b al-nuzu>l makro adalah sebab umum (asba>b al-nuzu>l 
al-‘a>mmah) yang menjadi konteks sosial-politik, sosial 

budaya, dan sosial ekonomi dari proses tanzi>l al-Qur’an dan 

wuru>d al-hadi>th.83 
 
Nahdlatul Ulama, sebagaimana disampaikan oleh Ahmad 

Zahro, menggunakan Asba>b al-Nuzu>l baik mikro maupun 

makro untuk menemukan ada atau tidaknya keterkaitan antara 

bunga bank dengan konsep riba dalam al-Qur’an.
84

  

Satu di antara ayat yang membahas tentang masalah riba 

adalah surat A>li ‘Imra>n ayat 130 berikut: 

ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَ تأَْكُلُوا الرِّباَ أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً وَات َّقُوا اللَّوَ لَعَلَّكُمْ 

  85تُ فْلِحُونَ 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah 

kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. 

 

Asba>b al-nuzu>l mikro dari ayat tersebut dapat diketahui 

dari riwayat-riwayat yang menerangkan tentang latar belakang 

turunya ayat di atas. Berdasarkan riwayat dari Ibn Zaid, 

sebagaimana disampaikan oleh al-T}abari> dalam kitab Tafsirnya, 

bahwa ayat ini turun berkenaan dengan tradisi riba pada masa 

Ja>hiliyyah, di mana pada saat itu riba terjadi dalam hal 

penggandaan umur hewan yang dihutang. Bila hewan yang 

dihutang itu berumur satu tahun, lalu masa akhir  pembayaraan 
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 Lihat Zahro, Tradisi Intelektual NU, 240-241. 
85
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hewan itu habis sedangkan orang yang berhutang hewan itu 

belum bisa melunasinya, maka pembayaran dapat ditangguhkan 

dengan kewajiban membayar hewan yang berumur dua tahun. 

Sistem penambahan ini berlaku kelipatan hingga orang yang 

berhutang hewan itu sanggup melunasi hutangnya. Hal ini juga 

berlaku pada hutang selain hewan, misalnya uang.
86

  

Berdasarkan riwayat tersebut, dapat diketahui bahwa 

tradisi riba yang ada dalam masyarakat Arab ketika itu adalah 

penambahan yang berlipat ganda. Jika dinyatakan dalam bentuk 

prosentase, penambahan yang terjadi ketika itu mencapai 

seratus persen dari pokok hutang.  

Dari sini dapat disimpulkan bahwa antara riba dengan 

bunga bank adalah hal yang tidak sepenuhnya sama. Sebab 

dalam sistem bunga dikenal istilah bunga konsumtif dan bunga 

produktif. Jika yang dimaksud adalah bunga konsumtif, maka 

antara riba dan bunga dapat ditemukan kesamaannya, meskipun 

prosentase penambahan bunga konsumtif sebagaimana yang 

dikenal sekarang tidak sebanyak praktik riba pada masa itu. 

Sedangkan bunga produktif tidak bisa dipersamakan dengan 

praktik riba sebagaimana praktik masa Ja>hiliyyah. 

 

                                                           
86

 Abu> Ja’far al-T}abari>, Ja>mi’ al-Baya>n fi> Ta’wi>l al-Qur’a>n, Vol. 7 (t.tp: Muassasah al-Risa>lah, 

1420 H/2000 M), 205. 
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2) Mengkaji teks ayat dan hadis dari perspektif kaidah bahasa (al-

qawa>’id al-us}u>liyyah al-lughawiyyah) 

Nas}s}, baik al-Qur’an maupun hadis, keduanya disampaikan 

dengan menggunakan bahasa Arab. Maka otomatis untuk 

memahami keduanya, digunakan ilmu-ilmu yang berkenaan 

dengan bahasa Arab pula. Hal ini disebabkan terkadang nas}s} 

syariat itu menunjukkan makna yang tidak tunggal. Maka untuk 

mendapatkan makna yang sebenarnya terhadap nas}s} diperlukan 

kaidah-kaidah tertentu.
87

 Adapun kaidah-kaidah yang dimaksud 

ini, dalam kajian us}u>l al-fiqh dinamakan al-qawa>’id al-

us}u>liyyah. 

Berkenaan dengan hal tersebut, Nahdlatul Ulama 

memberikan prosedur penerapan metode baya>ni> dengan 

menggunakan al-qawa>’id al-us}u>liyyah al-lughawiyyah melalui 

tiga kajian teks yang dilakukan secara simultan berikut:
88

 

a) Analisis kata (al-tah}li>l al-lafz}i>) 

Analisis ini digunakan untuk menentukan kata antara 

‘a>mm89 dan kha>s}s}90, antara mut}la>q91 dan muqayyad92, antara 
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 ‘Abd al-Wahha>b Khalla>f, ‘Ilm Us}u>l al-Fiqh (Kairo: Da>r al-H}adi>th, 1423 H/2003 M), 131. 
88

 Rumadi, et.al., Hasil-Hasil Muktamar, 154. 
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 ‘amm berarti suatu lafal yang mencakup seluruh satuan-satuan yang pantas masuk di dalamnya 
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Qat}t}a>n, Maba>h}ith fi> ‘Ulu>m al-Qur’a>n (t.tp: Maktabah al-Ma’a>rif, 1421 H/2000 M), 253. 
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h}aqi>qah93 dan maja>z94, antara muh}kam95, mujmal96, dan 

mutasha>bih97, antara z}a>hir98 dan nas}s},99 antara mushtarak100 

dan mutara>dif101, dan antara amr102 dan nahy.103 

Model analisis seperti ini diperlukan, sebab 

dimungkinkan satu kata dalam bahasa Arab, memiliki 

kedudukan yang beragam. Hal ini sebagaimana disebutkan 

berikut: 

Setiap lafal dapat memiliki lebih dari satu kategori, 

misalnya lafal  َُدمَّ م  . Lafal ini dari satu sisi masuk 

katagori kha>s}s} karena tidak memiliki cakupan makna 

yang luas, sementara dari sisi yang lain masuk kategori 

nas}s} sebab tidak ada kemungkinan untuk diartikan 

dengan makna yang lain.104 
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Sama halnya lafaz dalam al-Qur’an dan hadis. Tidak jarang 

satu lafaz memiliki banyak kategori dalam waktu yang 

bersamaan. Hal ini sebagaimana contoh yang diberikan oleh 

Nahdlatul Ulama berikut: 

Contoh konkrit dalam al-Qur’an adalah firman Allah  ِقُم
مقُ  Lafal .(bangunlah pada waktu malam)  الَّليْلَ   dari satu 

sisi termasuk kategori kha>s}s} karena cakupan maknanya 

terbatas, dan dari satu sisi disebut amr sebab berisi 

tuntutan untuk melakukan sesuatu (bangun). Sementara 

dari sisi yang lain, disebut z}a>hir karena s}i>ghat al-amr 
tampak dalam makna wuju>b (kewajiban) dan mungkin 

untuk ditarik pada selain makna wuju>b.
105

 

 

Selain contoh di atas, analisis kata dapat digunakan 

untuk mengidentifikasi kata per-kata dalam ayat riba.
106

 

Misalnya redaksi ayat  ََا تأَْكُلُوْ ل  dapat diidentifikasi sebagai 

kata yang berkategori kha>s}s}, z}a>hir, dan nahy. Sedangkan 

redaksi ayat َالرِّبا dapat dikategorikan sebagai kata dengan 

kategori ‘a>m dan mujmal. 

     

b) Analisis makna (al-tah}li>l al-ma’nawi>) 

Selain memiliki banyak kategori dalam waktu yang 

bersamaan, tidak jarang kata dalam bahasa Arab memiliki 
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 Ayat riba yang dimaksud adalah ayat 130 surat Ali> ‘Imra>n berikut: 

 ا الرِّباَ أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً وَات َّقُوا اللَّوَ لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَ تأَْكُلُو 
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makna yang beragam. Maka dari itu, melalui model analisis 

ini, Nahdlatul Ulama ingin memastikan makna apa yang 

digunakan terhadap satu kata. Ada 6 tujuan digunakannya 

analisis makna ini, yaitu: 

(1) Memastikan apakah lafaz yang dimaksud dimaknai 

secara h}aqi>qi> atau dipalingkan pada makna maja>znya. 

(2) Memastikan apakah lafaz z}a>hir dimaksud tetap pada 

makna ra>jih} (unggul) nya ataukah dipalingkan kepada 

makna marju>h} (diunggulkan) nya. 

(3) Memastikan makna yang digunakan suatu lafaz itu 

makna lughawi> (bahasa), shar’i> (syariat), atau ‘urfi> 

(kebiasaan). 

(4) Memastikan makna yang digunakan dalam lafaz 

mushtarak, diambil semua atau dipilih salah satu. 

(5) Memastikan lafaz perintah (s}i>ghat al-amr) tetap pada 

makna primernya (wajib) atau dipalingkan pada makna 

sekundernya (selain wajib). 

(6) Memastikan lafaz larangan (s}i>ghat al-nahy) makna 

primernya (haram) atau dipalingkan pada makna 

sekundernya (selain haram).
107

  

Pada contoh ayat riba sebagaimana di atas, dapat 

dipahami bahwa s}i>ghat al-nahy dalam ayat  ََا تأَْكُلُوْ ل , meski 
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dapat diberi makna primer (haram) maupun sekunder (selain 

haram), namun pemaknaan yang tepat adalah menggunakan 

makna primernya, yaitu haram. Hal ini bisa diketahui dari 

ayat lain yang secara jelas memberikan makna haram pada 

riba, yaitu surat al-Baqarah ayat 275 dan 278.
108

  

Sedangkan dalam lafaz َالرِّبا, mengingat lafaz tersebut 

dalam kategori mujmal karena bisa dimaknai secara lafz}i>, 

‘urfi>, dan shar’i>, namun perlu dipastikan satu makna yang 

tepat. Secara lafz}i>, lafaz َالرِّبا berarti tambahan (al-

ziya>dah).
109

 Sedangkan secara ‘urfi>, lafaz َالرِّبا digunakan 

orang Arab untuk merujuk pada tambahan yang dibayarkan 

pembeli untuk transaksi jual beli secara kredit ketika masa 

pembayarannya berakhir dengan harapan agar penjual 

menambah tempo pembayaran.
110

 Adapun secara shar’i>, 

lafaz َالرِّبا dapat diartikan dengan tambahan yang dipungut 
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oleh kreditor (muqrid}) dari debitor (mustaqrid}) sebagai ganti 

atas tambahan tempo pembayaran.
111

 

Dari ketiga makna lafaz di atas, dapat ditentukan bahwa 

makna yang digunakan untuk memahami ayat riba di atas 

adalah makna shar’i>. 

 

c)  Analisis dala>lah (al-tah}li>l al-dala>li>) 

Makna hukum suatu nas}s}, selain bisa diambil melalui 

makna yang tersurat (mantu>q), terkadang juga bisa diambil 

melalui makna yang tersirat (mafhu>m). Kaitannya dengan 

hal ini, Nahdlatul Ulama menyajikan dua pendapat yang 

diakui dalam us}u>l al-fiqh sebagaimana dalam kutipan 

berikut: 

Dalam hal ini ada dua metode: Pertama, metode jumhūr 
al-us}uliyyi>n. Menurut jumhu>r al-us}u>liyyi>n, makna 

(hukum) suatu nas}s}, disamping bisa diambil dari 

mant}u>q-nya, kadang bisa diambil dari mafhu>m-nya. 

Mant}u>q sendiri ada dua: (1) s}ari>h, dan (2) ghayr s}ari>h}. 
Sedangkan mant}u>q ghayr s}ari>h} itu sendiri ada tiga: (1) 

isha>rah; (2) iqtid}a>’, dan (3) ima>’. Sementara mafhu>m itu 

ada dua: (1) mafhu>m muwa>faqah, dan (2) mafhu>m 
mukha>lafah. Kedua, metode H}anafiyyah. Menurut 

H}anafiyah, makna (hukum) nas}s} dapat diambil dari 

empat pendekatan: (1)iba>rat al-nas}s}; (2) isha>rat al-nas}s}; 
(3) iqtid}a>’ al-nas}s}; dan (4) dala>lat al-nas}s} (mafhu>m 
muwa>faqah dalam istilah jumhu>r).112

 

 

Nahdlatul Ulama memandang bahwa antara dua 

pendapat di atas; antara metode jumhu>r dan H}anafiyyah, 
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pada intinya memiliki kesamaan dalam hal penerimaan 

makna hukum baik yang tersurat (mant}u>q) maupun yang 

tersirat (mafhu>m). Hanya saja keduanya memiliki perbedaan 

dalam hal penerimaan mafhu>m mukha>lafah. Menurut 

pendapat jumhu>r (pendapat yang pertama), mafhu>m 

mukha>lafah menjadi salah satu jalan untuk mengambil 

makna dari nas}s}, sementara menurut pendapat H}anafiyyah 

(pendapat yang kedua) tidak diperkenankan.
113

 Meskipun 

demikian, Nahdlatul Ulama tidak memberikan pilihan utama 

di antara dua pendapat tersebut. 

Penggunaan analisis dala>li> ini bisa diterapkan pada ayat 

riba di atas. Redaksi larangan  ََا تأَْكُلُوْ ل  pada ayat tersebut 

merujuk pada makna larangan memakan (makna mant}u>q). 

Namun berdasarkan mafhu>m muwa>faqah/dala>lat al-nas}s}, 

larangan pada ayat tersebut tidak hanya terbatas pada 

larangan memakan, melainkan juga larangan mengambil atau 

hal-hal lain yang semakna dengan kegiatan memanfaatkan 

dan mengkonsumsi riba. 
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3) Mengaitkan nas}s} yang sedang dikaji dengan nas}s} lain yang 

berkaitan (rabt{ al-nus}u>s} ba’d}uha> bi ba’d}in) 

Nas}s}, baik al-Qur’an maupun hadis merupakan satu 

kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ayat yang satu memiliki 

keterkaitan dengan ayat yang lain, satu hadis memiliki 

keterkaitan dengan hadis yang lain, dan antara ayat dengan 

hadis juga saling memiliki keterkaitan. Hubungan antar nas}s}  

ini memiliki fungsi sebagai tauki>d (penguat), baya>n al-mujmal 

(menjelaskan nas}s} yang bersifat garis besar/global), taqyi>d al-

mut}laq (membatasi lafaz mut}laq), takhs}i>s} al-‘a>m (membatasi 

keumuman lafaz ‘a>m), dan taud}i>h} al-mushkil (menjelaskan lafaz 

yang ambigu).
114

  

Dalam contoh ayat riba di atas, mengaitkan antara nas}s} 

satu dengan yang lain, dapat membantu mengetahui hukum 

yang terkandung dalam masala riba. Misalnya, ayat 130 surat 

Ali> ‘Imra>n hanya menyebutkan redaksi nahy   ََتأَْكُلُوا الرِّباَل  

(janganlah engkau memakan riba). Padahal redaksi nahy, 

sebagaimana diterangkan di atas, dapat dimaknai dengan 

makna primer (haram) maupun makna sekunder (selain haram). 

Untuk mengidentifikasi makna yang tepat, maka 

menghubungkan ayat ini dengan ayat yang lain perlu dilakukan.  
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Pada surat al-Baqarah ayat 275 dan 278 dijelaskan dengan 

gamblang bahwa hukum riba adalah haram. Maka dengan 

demikian, larangan memakan riba pada ayat ini merujuk pada 

larangan yang berarti haram. 

 

4) Mengaitkan nas}s} yang sedang dikaji dengan maqa>s}id al-shari>’ah 

(rabt} al-nus}u>s} bi al-maqa>s}id) 

Antara nas}s} dengan maqa>s}id al-shari>’ah (tujuan umum 

syariat) merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan satu 

dengan yang lainnya. Kaitannya dengan hal ini, Nahdlatul 

Ulama menyampaikan: 

maqa>s}id al-shari>’ah (tujuan umum syariat) yang sekaligus 

merupakan kulliyyah al-shari>’ah (totalitas syariat) 

memiliki hubungan saling terkait dengan nus}u>s} al-shari>’ah. 
maqa>s}id al-shari>’ah lahir dan mengacu pada nus}u>s} al-
shari>’ah, sementara nus}u>s} al-shari>’ah dalam menafsirinya 

harus mempertimbangkan maqa>s}id al-shari>’ah. Ini masuk 

dalam kategori mengaitkan yang juz’i> (partikular) dengan 

yang kulii> (universal).
115

 

 
Nahdlatul Ulama menilai bahwa nas}s} merupakan hal yang 

bersifat juz’i> (partikular) sementara maqa>s}id al-shari>’ah adalah 

hal yang bersifat kulli> (universal). Dalam hal ini, maqa>s}id al-

shar>’ah didefinisikan sebagai kemaslahatan manusia. Maka oleh 

sebab itu, perumusan hukum dari nas}s} harus sejalan dengan 

kemaslahatan manusia, dengan catatan apa yang diasumsikan 
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sebagai kemaslahatan itu tidak bertentangan dengan nas}s} itu 

sendiri.
116

 Dari sini dapat diketahui bahwa standar 

kemaslahatan dalam pandangan Nahdlatul Ulama bermuara 

pada nas}s}, dan tidak bisa dikembalikan kepada penilaian 

manusia yang rentan akan pengaruh dorongan hawa nafsu. Ini 

disebabkan maslahat bisa saja dijadikan dalih untuk memenuhi 

dan memuaskan syahwat dirinya. Dari sini, maslahat harus 

dilandaskan pada nas}s}. Artinya, hanya nas}s} yang menjadi dasar 

dalam mengukur segala hal menyangkut maslahat dan tidaknya 

suatu Keputusan hukum.
117

  

Dengan mengaitkan antara nas}s} dengan maqa>s}id al-

shari>’ah, Nahdlatul Ulama memandang bahwa rumusan-

rumusan hukum yang diambil dari nas}s} tidak selamanya 

letterlijk, tapi juga kontekstual. Hal ini sebagaimana nampak 

dalam hukum kebolehan mengeluarkan harga (qi>mah) pada 

zakat biji-bijian, kambing, dan unta. Padahal perintah letterlijk 

nas}s} adalah mengeluarkan zakat sesuai dengan harta (wajib 
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dizakati) yang dimilikinya. Jika mempunyai biji-bijian, maka 

zakatnya juga biji-bijian. Jika kambing, maka zakatnya 

kambing. Unta zakatnya unta. Demikian juga sapi zakatnya 

juga sapi. Selengkapnya dapat dibaca dalam kutipan hasil 

Muktamar ke-33 berikut: 

Maka kita menjadi maklum, mengapa fuqaha>’ 
membolehkan mengeluarkan qi>mah (harga) pada zakat biji-

bijian, kambing dan unta, padahal instruksi Nabi pada 

sahabat Mu’a>dh bin Jabal menjelang keberangkatannya ke 

daerah Yaman jelas mengatakan: 
 

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ الُله عَنْوُ أنََّ رَسُولَ الِله صَلَّى الُله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ بَ عَثوَُ 
اةَ مِنَ الْغَنَمِ وَالْبَعِيَُّ مِنَ إِلََ الْيَمَنِ فَ قَالَ: " خُذِ الَْْبَّ مِنَ الَْْبِّ وَالشَّ 

بِلِ   118, وَالْبَ قَرةََ مِنَ الْبَ قَرِ الِْْ
Diriwayatkan dari Mu’adz bin Jabal bahwa Rasulullah 

mengutusnya ke Yaman lalu beliau bersabda, Ambillah 

(zakat berupa) biji-bijian, seekor kambing dari kambing, 

seekor unta ba’i >r dari unta, dan seekor sapi dari sapi.
119

 

 

Para fuqaha>’ memandang bahwa tujuan dari perintah Rasulullah 

Saw di atas adalah untuk memberikan kemudahan kepada 

muzakki> (orang yang mengeluarkan zakat). Oleh sebab itu, bila 

suatu ketika zakat dengan mengeluarkan qi>mah (harga) lebih 

                                                           
118
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mudah, maka diperbolehkan mengeluarkan zata dengan qi>mah 

itu.
120

 

Penerapan lain terhadap fungsi mengetahui maqa>s}id al-

shari>’ah dapat dilihat dalam masalah riba. Terhadap masalah 

riba, Ahmad Zahro menyebutkan bahwa tujuan pokok syariat 

tentang dilarangnya riba adalah agar tidak ada pihak manapun 

yang dirugikan. Hal ini sesuai dengan redaksi ayat 279 surat al-

Baqarah yang mengatakan:  ُوْنَ وَلََ تُظْلمُوْنَ لََ تَظْلِم  (kalian tidak 

merugikan dan juga tidak dirugikan). Jika memang tujuan 

pelarangan riba adalah demikian, maka riba yang diharamkan 

adalah riba yang berdimensi merugikan orang. Sedang yang 

tidak merugikan atau malah menguntungkan banyak pihak, 

tentunya harus berada di luar hukum haram tersebut.
121

 

 

5) Mentakwil nas}s} (ta’wi>l al-nus}u>s}) bila diperlukan 

Sebagaimana disebutkan di atas, satu kata dalam bahasa 

Arab bisa saja menempati berbagai macam kategori dan 

mempunyai banyak interpretasi. Ketika satu kata mempunyai 

banyak interpretasi, maka kaidah dasarnya adalah memaknai 

kata tersebut berdasarkan makna dasarnya, yaitu makna yang 

jelas, h}aqi>qi>, dan ra>jih} (unggul). Akan tetapi ketika ada dalil 
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yang menyebabkan suatu kata itu tidak dapat diartikan 

sebagaimana makna dasarnya, maka bisa dilakukan ta’wi>l.122
  

Nahdlatul Ulama mengartikan ta’wi>l sebagai upaya 

memalingkan lafal atau nas}s} dari makna dasarnya yang jelas, 

h}aqi>qi>, dan ra>jih} kepada makna lain yang tersembunyi, maja>zi>, 

atau marju>h}.123 Kaitannya dengan hal ini, Nahdlatul Ulama 

membagi ta’wi>l menjadi dua, yaitu:a) ta’wi>l qari>b, dilakukan 

agar suatu nas}s} dapat dipahami dengan benar. Seperti 

menta’wi>l ayat  ْهَاتُكُم  dengan menambahkan  124حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أمَُّ

kata نِكَاح  sehingga menjadi  ْهَاتِ  نِكَاحُ  حُرِّمَتْ عَلَيْكُم كُمْ أمَُّ . 

Sebelum ayat tersebut dita’wi>l, maka pemahamannya adalah 

yang diharamkan itu ibu, padahal status hukum –dalam hal ini 

haram- seharusnya disandangkan kepada perbuatan mukallaf 

sebagai mah}ku>m fi>h (obyek hukum). Sementara ayat di atas 

menyandarkan status hukum kepada zatnya, yaitu ibu.
125 

Termasuk bagian dari ta’wi>l  ini adalah takhs}i>s al-‘a>m 

(mengkhususkan redaksi yang khusus), taqyi>d al-mut}laq 

(membatasi redaksi mutlak), dan mengartikan lafal z}a>hir 
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dengan makna marju>h}nya.
126  b) ta’wi>l ba’i>d, yaitu ta’wi>l 

yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang kadar 

keilmuannya mendalam (al-ra>sikhu>n fi> al-‘ilm).
127

 Namun 

demikian, Nahdlatul Ulama tidak memberikan rincian lebih 

terhadap ta’wi>l jenis ini. 

 

b. Metode Qiya>si>  
Nahdlatul Ulama mengartikan metode qiya>si> sebagai metode 

ijtihad melalui pendekatan qiya>s. Sedangkan qiya>s sendiri 

didefinisikan dengan menyamakan kasus yang tidak memiliki acuan 

nas}s} dengan kasus lain yang memiliki acuan nas}s} dalam hal 

ketentuan hukumnya, ketika keduanya memiliki ‘illat yang sama.
128

 

Sebagai salah satu metode istinba>t} hukum, metode qiya>si> ini 

dinilai sebagai metode yang valid karena memiliki mekanisme kerja. 

Dalam hal ini, Nahdlatul Ulama telah menyusun rukun dan syarat 

agar qiya>s dapat diakui valid, meskipun rukun dan syarat yang 

dirumuskan Nahdlatul Ulama ini tidak berbeda dengan yang telah 

dirumuskan para ulama dalam berbagai kitab us}u>l al-fiqh.
129

  

Adapun rukun dan syarat qiya>s yang dirumuskan Nahdlatul 

Ulama adalah: 
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1) al-As}l, yaitu kasus yang memiliki ketentuan hukum berdasar 

nas}s}. al-As}l ini juga disebut dengan al-maqi>s ‘alaih (sesuatu 

yang diqiya>si>) atau al-mushabbah bih (sesuatu yang diserupai). 

Syarat dari al-as}l adalah harus memiliki ketentuan hukum 

berdasarkan nas}s}.130
 

2) al-Far’, yaitu kasus yang tidak memiliki ketentuan hukum 

berdasar nas}s}. al-Far’ disebut juga dengan al-maqi>s (sesuatu 

yang diqiyaskan) atau al-mushabbah (sesuatu yang diserupakan). 

Berbeda dengan al-as}l, dalam al-far’ disyaratkan harus tidak 

boleh memiliki ketentuan hukum.
131

 

3) H}ukm al-Asl, yaitu hukum yang terdapat pada al-as}l yang 

ditetapkan berdasarkan nas}s}. Ada tiga syarat yang harus 

dipenuhi agar h}ukm al-as}l ini dianggap valid, yaitu: 

a) Berupa hukum shar’i> ‘amali> (hukum syariat yang berkaitan 

dengan perbuatan) yang ditetapkan berdasarkan nas}s}. 

b) Berupa hukum yang ma’qu>l al-ma’na> (dapat dirasionalkan) 

c) Berupa hukum yang tidak hanya berlaku pada al-as}l, 

misalnya poligami lebih dari empat itu hanya diperbolehkan 

untuk Rasulullah Saw., maka tidak diperkenankan 

mengqiya>skan umat Rasulullah Saw dengan diri Rasulullah 

Saw.
132
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4) al-‘Illah, yaitu sifat yang menjadi titik persamaan (al-ja>mi’) 

antara al-as}l dan al-far’. Pada metode qiya>s, penentuan al-‘illa>h 

ini merupakan hal yang paling rumit, sebab tidak semua sifat 

yang melekat pada al-as}l dapat dijadikan sebagai ‘illah hukum. 

Ada tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu: 

a) Harus berupa sifat yang z}a>hir (jelas) 

b) Harus berupa sifat yang mund}abit} (terukur), dan; 

c) Harus berupa sifat muna>sib (memiliki relevansi dengan 

hukum), artinya menyandarkan hukum terhadap ‘illah itu 

pada umumnya dapat mewujudkan maslahat.
133

 

Untuk menemukan ‘illah, maka dapat digunakan dua cara, 

yaitu:  

a) Dengan cara mans}u>s}ah (melalui nas}s}).  

Qiya>s} yang dilakukan dengan menggunakan ‘illah mans}u>sah 

ini dinamakan qiya>s jali>.134 Misalnya, mengqiya>s-kan wanita 

nifa>s dengan wanita haid dalam hal larangan suami untuk 

menggaulinya berdasarkan ‘illah kotor (adha>).135
 

b) Dengan cara mustanbat}ah (melalui upaya penggalian). 

Qiya>s yang dilakukan dengan ‘illah mustanbat}ah ini 

dinamakan qiya>s khafi>.136 Qiya>s model ini dapat dilakukan 

jika dipastikan tidak adanya fa>riq (hal yang membedakan) 

                                                           
133

 Ibid., 162. 
134

 Ibid. 
135

 Ibid 
136

 Ibid. 



110 

 

atau kalaupun ada fa>riqnya, maka fa>riq tersebut tidak terlalu 

signifikan.
137

 Misalnya, mengqiya>s-kan pembunuhan dengan 

menggunakan benda tajam dalam kewajiban adanya qis}a>s} 

dengan ‘illah pembunuhan sengaja dan melanggar hukum 

(al-qatl al-‘amd al-‘udwa>n) 

Dengan adanya rukun dan syarat di atas, metode qiya>s mampu 

memproduksi hukum-hukum atas permasalahan baru yang belum 

dibahas dalam nas}s}. Misalnya dalam masalah money politic. Jika 

ditelusuri dalam nas}s}, tentu tidak ada satu pun dalil yang secara 

letterlijk menerangkan money politic ini. Namun demikian, hukum 

money politic dapat ditemukan melalui metode qiya>s.
138

 Adapun 

metode istinba>t} yang digunakan pada mulanya dicari nas}s} yang 

mempunyai kemiripan dengan masalah baru dan sudah mempunyai 

ketetapan hukum. Alhasil, Ditemukan satu hadis yang berbicara 

tentang larangan memberi hadiah kepada pejabat yang berbunyi: 

الِ حَراَمٌ كُلُّهَا  139ىَدَاياَ الْعُمَّ

Artinya: Seluruh hadiah atau pemberian terhadap pejabat 

adalah haram. 
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Teks hadis di atas dikategorikan sebagai al-as}l, sementara hukum 

keharaman memberi hadiah kepada pejabat dikategorikan sebagai 

h}ukm al-as}l. Kemudian antara al-as}l dan al-far’ –masalah money 

politic- dihubungkan. Maka dapat ditemukan ‘illah yang sama, yaitu 

khauf al-mail (dikhawatirkan terjadi kecenderungan pada salah satu 

pihak). Setelah itu dapat ditarik kesimpulan, hukum money politic 

adalah haram. Hukum keharaman ini diperkuat dengan mekanisme 

pemilihan pemimpin secara langsung. Setiap warga negara yang 

mempunyai hak pilih memiliki kedudukan yang sangat strategis (al-

siya>dah fi> yad al-sha’b) tidak kalah strategis dengan pejabat negara 

atau hakim dalam menentukan putusan hukum.
140

 

Lebih ringkas tentang operasionalisasi metode qiya>si> dalam 

masalah Money politic ini dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel 3.2 

Operasionalisasi Metode Qiya>si>  

dalam Masalah Money Politic 

 

Rukun-rukun Qiya>s 

Al-Far’ Al-As}l H}ukm al-As}l Al-‘Illah Kesimpulan 

Hukum 

Money 

Politic 

(Belum 

diatur 

dalam nas}s}) 

Terdapat 

hadis َىَدَايا
الِ حَرَامٌ كُلُّهَا  الْعُمَّ
Artinya: 

Seluruh 

hadiah atau 

pemberian 

terhadap 

pejabat 

adalah 

haram. 

Keharaman 

memberi 

hadiah 

kepada 

pejabat 

Khauf al-mail 
(kekhawatiran 

timbul 

kecenderungan 

kepada salah 

satu pihak) 

Money 

Politic 

haram 
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c. Metode Istis}la>h}i>/Maqa>s}idi> 

Nahdlatul Ulama juga menamai metode ini dengan nama ijtiha>d 

maqa>s}idi>. Hal ini disebabkan dalam metode istis}la>h}i>, ijtihad 

dilakukan dengan mengacu pada maqa>s}id al-shari>’ah.
141

 Hanya saja 

Nahdlatul Ulama membatasi bahwa maqa>s}id al-shari>’ah yang dapat 

digunakan adalah maqa>s}id al-shari>’ah yang didapatkan dari nas}s} 

syariat melalui hasil penelitian para ulama (istiqra>’). Hal ini sebab 

menurut Nahdlatul Ulama, maqa>s}id al-shari>’ah tidak bisa 

dipisahkan dari nas}s}, sementara nas}s} itu dalam penafsirannya harus 

memperhatikan maqa>s}id al-shari>’ah.
142

 Adapun maqa>s}id al-shari>’ah 

sebagaimana yang dimaksud oleh Nahdlatul Ulama adalah 

mewujudkan kemaslahatan manusia lahir dan batin, baik dunia dan 

akhirat. Ini sebagaimana yang dicantumkan dalam hasil Muktamar 

ke-33 berikut: 

Para fuqaha>’ menyimpulkan bahwa syariat Islam dimaksudkan 

untuk mewujudkan kemaslahatan (mas}laha}h) manusia lahir dan 

batin, dunia dan akhirat. Kesimpulan ini mereka peroleh dari 

hasil penelitian (istiqra>’)  yang mereka lakukan terhadap nas}s}-
nas}s} tashri>’ (al-Qur’an dan al-Sunnah), hukum-hukum shar’i>, 
‘illah-‘illahnya dan hikmah-hikmahnya.

143
 

 

Selain digunakan untuk menafsirkan nas}s}, maqa>s}id al-shari>’ah 

juga diperlukan untuk menggali hukum yang tidak mempunyai 

acuan nas}s} secara langsung. Berkenaan dengan hal ini, Nahdlatul 

Ulama menetapkan tiga metode yang dianggap mencerminkan 
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prinsip maqa>s}id al-shari>’ah. Ketiga metode tersebut adalah istih}sa>n, 

mas}lah}ah mursalah, dan ‘urf.144 

1) Istih}sa>n 

Nahdlatul Ulama mendefinisikan Istih}sa>n sebagai berikut: 

Istih}sa>n dalam pengertian sederhana ialah kebijakan 

mujtahid yang menyimpang dari ketentuan al-qiya>s yang 

lebih jelas atau dari ketentuan hukum umum. Secara lebih 

bagus, syeikh ‘Abd al-Wahha>b al-Khallaf mengatakan: 

istih}sa>n ialah kebijakan mujtahid dengan berpegang kepada 

qiya>s khafi> dengan meninggalkan qiya>s jali>; atau 

meninggalkan hukum kulli> dengan berpegang pada hukum 

juz’i >-istithna>’i> (hukum pengecualian) karena ada dalil yang 

menghendaki demikian.
145

 

 

Hukum asalnya, ketika seorang mujtahid dihadapkan pada 

dua dalil qiya>s, antara qiya>s khafi> dan qiya>s jali>, maka yang 

menjadi pegangan adalah qiya>s jali>. Akan tetapi berdasarkan 

pertimbangan-pertimbangan tertentu, mujtahid bisa 

meninggalkan qiya>s jali> dengan mengambil qiya>s khafi>.146 

Hal tersebut juga berlaku pada ketentuan hukum. Pada 

prinsipnya, mujtahid harus mengambil ketentuan hukum yang 

kulli>. Namun dalam keadaan tertentu, mujtahid bisa mengambil 

hukum yang juz’i>-istithna>’i>.147 

Di kalangan ulama mazhab, kedudukan istih}sa>n memang 

diperdebatkan, utamanya oleh imam al-Sha>fi’i>. Melalui 
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adagiumnya yang terkenal  ََمَنْ اِسْتَحْسَنَ فَ قَدْ شَرع (barang siapa 

yang menggunakan istih}sa>n sebagai dalil, maka ia tekah 

membuat-buat syariat baru)
 148

, al-Sha>fi’i> secara tegas 

penggunaan istih}sa>n.
149

 Akan tetapi menurut Nahdlatul Ulama, 

secara praktek al-Sha>fi’i> juga menggunakan istih}sa>n 

sebagaimana yang disampaikan berikut: 

Walau demikian, istih}sa>n dengan pengertian di atas 

sesungguhnya secara de facto diamalkan oleh hampir 

semua fuqaha>’, termasuk Imam al-Sha>fi’i > sendiri. 

Sedangkan istih}sa>n yang ditolak al-Sha>fi’i bukan istih}sa>n 
dengan pengertian di atas, melainkan istihsa>n yang 

didasarkan atas keinginan subjektif seseorang tanpa pijakan 

dalil yang dapat dipertanggungjawabkan. 

 

Istih}sa>n sesungguhnya bukanlah keinginan nafsu seseorang 

dalam proses penetapan hukum. Sebaliknya, istih}sa>n 
mempunyai pijakan dalil yang muaranya tak lain untuk 

memelihara kepentingan dan kemaslahatan umat manusia. 

Pada kenyataannya, dalam berbagai kasus hukum, 

penggunaan istih}sa>n tidak dapat dihindari.
150

 

 

Adapun alasan Istih}sa>n masuk ke dalam metode istis}la>h}i> ini 

menurut Nahdlatul Ulama disebabkan istih}sa>n mempunyai 

pijakan dalil yang muaranya tertuju kepada upaya memelihara 

kepentingan dan kemaslahatan umat manusia.
151
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2) Al-Mas}lah}ah al-Mursalah 

Di dalam hasil Muktamar ke-33 tentang Metode Istinba>t} 

al-Ah}ka>m, Nahdlatul Ulama mendefinisikan al-mas{lah}ah dalam 

tiga pengertian. Pertama, al-mas}lah}ah yang identik dengan kata 

al-manfa’ah didefinisikan sebagai setiap hal yang baik dan 

bermanfaat. Kedua, al-mas}lah}ah sebagai tindakan yang 

membawa manfaat. Ketiga, setiap hal yang menjamin terwujud 

dan terpeliharanya maksud dan tujuan syariat (maqa>s}id al-

shari>’ah) yang mencakup lima hal; h}ifz} al-di>n, h}ifz} al-nafs, h}ifz} 

al-‘aql, hifz} al-nasl/al-‘ird}, dan h}ifz} al-ma>l.152 

Berdasarkan kesesuaian dan keterkaitannya dengan nas}s}, 

al-mas}lah}ah sebagaimana didefinisikan di atas diklasifikasikan 

menjadi tiga, yaitu: 

a) Mas}lah}ah Mu’tabarah, yaitu kemaslahatan yang diapresiasi 

oleh Allah Swt. melalui nas}s}, seperti diharamkannya setiap 

minuman yang memabukkan.
153

 

b) Mas}lah}ah Mulghah, yaitu kemaslahatan yang dinafikan oleh 

Allah Swt. melalui nas}s},. Seperti penyama rataan bagian 

warisan antara anak laki-laki dan perempuan yang dianggap 

maslahat.
154
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c) Mas}lah}ah Mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak 

memiliki acuan nas}s}, baik nas}s} yang mengakui atau yang 

menafikanmya, seperti merayakan maulid Nabi Muhammad 

Saw., penulisan dan penyatuan al-Qur’an dalam satu 

mushaf, dan pencatatan perkawinan.
155

  

Dari ketiga bentuk al-mas}lah{ah di atas, bentuk pertama 

merupakan al-mas}lah{ah yang mutlak diterima. Sebaliknya, 

bentuk kedua adalah yang mutlak ditolak. Sementara bentuk 

yang ketiga, para ulama berbeda pendapat. Dalam hal ini, 

Nahdlatul Ulama mengatakan bahwa dalam urusan ibadah, 

mas}lah}ah mursalah tidak dapat diterima. Sedangkan dalam 

urusan muamalah, mas}lah}ah mursalah dapat diterima asalkan 

memenuhi persyaratan yang ada. Adapun persyaratan tersebut 

adalah: 

1) Harus berupa mas}lah}ah h}aqi>qiyyah qat}’iyyah (maslahat 

aktual) dan bukan mas}lah}ah wahmiyyah (maslahat semu) 

2) Harus berupa mas}lah}ah ‘a>mmah kulliyyah (maslahat 

umum), bukan mas}lah}ah fardiyyah kha>s}s}ah (maslahat 

personal-subjektif) 

3) Harus tidak berlawanan dengan hukum atau prinsip-prinsip 

yang ditetapkan berdasar nas}s} atau ijma>’ 
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4) Mas}lah}ah yang dimaksud bersifat d}aru>riyyah (keharusan)
156

 

 

Abdul Moqsith Ghazali menyampaikan bahwa sejatinya 

Nahdlatul Ulama telah menggunakan mas}lah}ah mursalah 

sebagai dalil untuk menerima Pancasila sebagai asas dalam 

bernegara. Nahdlatul Ulama telah menetapkan bahwa 

kedudukan Pancasila sebagai asas dalam bernegara merupakan 

Keputusan final. Argumen yang digunakan Nahdlatul Ulama 

dalam menerima Pancasila adalah ketiadaan dalil yang 

menyuruh sekaligus yang melarang Pancasila dijadikan sebagai 

dasar negara. Sejalan dengan itu, para kyai juga mengetahui 

bahwa tidak ada satu sila pun dalam Pancasila yang 

bertentangan dengan nas}s}, bahkan isinya telah selaras dengan 

pokok-pokok ajaran nas}s}.157
 

 

 

3) Al-‘Urf 

Kata al-‘urf identik dengan kata al-‘a>dah yang dalam 

bahasa Indonesia berarti tradisi. Nahdlatul Ulama mengartikan 

al-‘urf dengan ‚sesuatu yang sudah dikenal bersama dan 
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dijalani oleh masyarakat, baik berupa perkataan (‘amali>) 

ataupun perkataan (qawli>)‛.
158

 

Dari segi wilayah keberlakuaannya, Nahdlatul Ulama 

membagi al-‘urf menjadi dua. Pertama, ‘urf ‘a >mm berarti ‘urf 

yang berlaku pada seluruh atau mayoritas umat manusia pada 

masa tertentu. Kedua, ‘urf kha>s}s} berarti ‘urf yang hanya berlaku 

pada masyarakat, komunitas atau daerah tertentu pada masa 

tertentu.
159

 

Sedangkan dari segi kesesuaiannya dengan nas}s}, Nahdlatul 

Ulama juga membagi ‘urf menjadi dua macam. Pertama, ‘urf 

s}ah}i>h, yaitu ‘urf yang tidak bertentangan dengan nas}s} dan 

prinsip-prinsip syariat. Kedua, ‘urf fa>sid, yaitu ‘urf yang 

bertentangan dengan nas}s} s}ari>h} al-Qur’an atau hadis dengan 

menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.
160

 

Dengan mengikuti pendapat mayoritas ulama, Nahdlatul 

Ulama menerima al-‘urf al-s}ahi>h sebagai salah satu metode 

penetapan hukum, dan menolak al-urf al-fa>sid. Bahkan 

Nahdlatul Ulama menilai kekuatan al-‘urf sebagai dalil syariat 

ini sama dengan kekuatan nas}s}. Hal ini sebagaimana dinyatakan 

dalam salah satu kaidah 
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 161صِّ النَّ بِ  تِ ابِ الثَّ كَ   فِ رْ عُ الْ بِ  تُ ابِ الثَّ 

Artinya: Sesuatu yang telah ditetapkan oleh al’urf sama 

halnya dengan sesuatu yang ditetapkan oleh nas}s}. 
 

Selain digunakan sebagai acuan hukum, al-‘urf menurut 

Nahdlatul Ulama dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam 

menjabarkan atau menafsiri ketentuan-ketentuan hukum yang 

bersifat global (ijma>li>) dan tidak memiliki standar praktis.
162

 

Hal ini didasarkan atas satu kaidah 

رعُْ مُطْلَقًا وَلََ ضَابِطَ لَوُ فِيْوِ وَلََ فِ اللُّغَةِ يُ رْجَعُ فِيْوِ اِلََ كُلُّ مَا وَرَدَ بوِِ  الشَّ
163الْعُرْفِ 

 

 
Artinya: Setiap sesuatu yang datang dari sha>ri’ secara 

mutlak dan tidak ada batasan baginya, baik dalam syariat 

maupun dalam kebahasaan, maka sesuatu itu dikembalikan 

pada al-‘urf. 
 

Al-‘urf sebagai salah satu metode istinba>t} hukum yang 

masuk dalam kategori metode istis}la>h}i> merupakan metode yang 

dapat menjadikan hukum berkelindan secara dinamis. 

Sebagaimana diterangkan dalam salah satu kaidah  

 164اانً كَ مَ ا وَ نً مَ زَ  هِ يُُِّّ غَ ت َ بِ  رُ ي َّ غَ ت َ ت َ  فِ رْ عُ ى الْ لَ عَ  ةُ يَّ نِ بْ مَ الْ  امُ كَ حْ لََْ اا
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Hukum-hukum yang didasarkan pada al-‘urf (tradisi) bisa 

berubah sebab perubahan waktu dan tempat keberadaan al-
‘urf tersebut. 

 

Selain itu, pengakomodiran al’urf dalam metode istis}la>hi>, 

menurut Nahdlatul Ulama itu sama saja dengan menjadikan 

kemaslahatan sebagai tujuan syariat berkonsekuensi pada 

keharusan memperhatikan ‘urf manusia, selama tidak 

bertentangan dengan syariat.
165

 

Di antara contoh istinba>t} dengan al-‘urf adalah; pertama, 

perempuan yang haid dengan teratur, dapat berpedoman pada 

‘urf nya dalam menentukan kadar haid. Kedua, pemberian pra-

nikah terhadap calon istri tidak dipandang sebagai maskawin 

berdasarkan ‘urf yang berlaku di sebagian wilayah Indonesia. 

Ketiga, kata al-marh}u>m dalam ‘urf  Indonesia digunakan untuk 

orang yang meninggal dunia. Padahal jika dilihat arti asalnya –

orang yang dirahmati Allah Swt- dapat digunakan untuk orang 

yang hidup maupun orang yang mati.
166

  

Selain menetapkan tiga metode is}tisla>hi> (istih}sa>n, mas}lah{ah 

mursalah, dan ‘urf) di atas, Nahdlatul Ulama juga memberikan 

peluang untuk memberlakukan istis}h}a>b dan sadd al-z}ari>’ah dengan 

operasionalisasi sebagaimana diterangkan dalam kitab-kitab us}u>l al-

fiqh.167
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3.  Persyaratan Penerapan Metode Istinba>t} al-Ah}ka>m Nahdlatul Ulama 

 Jika rumusan metode istinba>t} al-ah}ka>m hasil Muktamar ke-33 

dibaca, maka setidaknya ada dua persyaratan yang harus dipenuhi 

berkaitan dengan penerapan metode ini. Pertama, persyaratan berkenaan 

dengan waktu digunakannya metode istinba>t} al-ah}ka>m. Kedua, 

persyaratan berkenaan dengan kualifikasi orang yang bisa 

mengaplikasikan metode istinba>t} al-ah}ka>m. 

Pada syarat yang pertama, Nahdlatul Ulama menyebutkan bahwa 

metode ini baru diterapkan ketika suatu permasalahan tidak bisa dijawab 

melalui metode qawli> dan metode ilh}a>qi. Hal ini sebagaimana dalam 

rumusan berikut:\ 

...melalui Munas Lampung 1992, NU sudah membuat prosedur 

demikian,‚Dalam hal ketika suatu masalah/kasus belum dipecahkan 

dalam kitab, maka masalah /kasus tersebut diselesaikan dengan 

prosedur ilh}a>q al-masa>il bi naz}a>iriha> secara jama>‘i>... Namun, jika 

kasus fikih tersebut tak bisa dipecahkan dengan prosedur ilh}a>q, 

maka NU memutuskan: ‚Dalam hal ketika tak mungkin dilakukan 

ilh}a>q karena tidak adanya mulh}a>q bih sama sekali di dalam kitab, 

maka dilakukan istinba>t} secara jama>‘i>.168
 

 

Sedangkan syarat yang kedua, Nahdlatul Ulama mengatakan bahwa 

tidak semua orang boleh menerapkan metode istinba>t} al-ah}ka>m. 

Nahdlatul Ulama memberikan syarat harus ‚orang yang ahli‛ dan 

pelaksanaannya harus secara ‚kolektif (jama>’i>)‛. Pemberian syarat ini 

guna mengantisipasi adanya kemungkinan penyalahgunaan metode 

istinba>t} al-ah}ka>m. Hal ini sebagaimana tercantum dalam rumusan 

berikut: 

                                                           
168

 Ibid., 153. 



122 

 

Penting dinyatakan sekali lagi bahwa metode istinba>t} ini harus 

dilakukan oleh orang yang ahli yang telah memenuhi persyaratan 

untuk melakukan istinba>t}. Istinba>t} pun harus dilakukan secara 

jama >’i> (kolektif) bukan secara fardi> (individual). Ini dilakukan untuk 

menghindari kemungkinan terjadinya kesewenang-wenangan dalam 

pelaksanaan istinba>t} al-ah}ka>m. 

 

Meskipun demikian, Nahdlatul Ulama tidak memberikan perincian 

siapakah yang dimaksud dengan ‚orang yang ahli‛ itu. Apakah 

sebagaimana syarat mujtahid yang sangat ketat atau bisa lebih ringan 

daripada itu.  


